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ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap perpanjangan otomatis paket internet
tertentu secara sepihak oleh provider, dimana konsumen mengalami kerugian akibat tidak
dapat melakukan syarat dan ketentuan yang termuat dalam janji yang dinyatakan pada
etiket keterangan produk. Metode penelitian ini yaitu yuridis-empiris. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
menggunakan data primer angket, data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian studi pustaka. Teknik
analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa maka pelaku usaha provider Tri (3) dan
Indosat tidak menerapkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait
unsur etiket keterangan yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akibat syarat dan ketentuan yang termuat
dalam produk tidak dapat dilakukan konsumen untuk memberhentikan perpanjangan
otomatis. Perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang dilakukan secara sepihak oleh
provider Tri (3) dan Indosat merupakan pelanggaran hukum dikarenakan perpanjangan
tersebut tidak atas persetujuan konsumen dan bertentangan dengan hak-hak konsumen serta
kewajiban pelaku usaha, sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian
yang dialami oleh konsumen.

Kata Kunci: Etiket, Perlindungan Konsumen, Perpanjangan Otomatis, Provider, Sepihak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini telah memasuki era
Revolusi Industri yang ke 4.0 dengan ditandainya kemajuan di bidang alat
komunikasi, seperti telepon seluler yang secara luas digunakan manusia
diseluruh dunia.! Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik
yang memiliki kemampuan dasar dengan telepon fixed line konvensional, tetapi
dapat dibawa kemana saja dan tidak perlu sambungan dengan jaringan telepon
menggunakan kabel (nirkabel/wireless).? Dalam perkembangannya telepon
seluler saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, akan tetapi
juga digunakan sebagai alat untuk mencari informasi, media hiburan, dan sarana
pembantu dalam kehidupan sehari-hari yang simpel dan fleksibel.> Sehingga
telepon seluler saat ini sudah banyak dimiliki oleh setiap kalangan masyarakat
pada umumnya dan sudah menjadi penunjang kebutuhan sehari-hari.

Penggunaan telepon seluler dapat bekerja secara maksimal apabila
didukung dengan adanya jaringan sinyal internet yang disediakan oleh pihak

provider melalui kartu perdana telepon atau Subscriber Identity Module Card

! Sri Rahayu Wilujeng, Sukarni Suryaningsih, “Cara Bijak Pemanfaatan Teknologi di Era
Digital”, Jurnal Harmoni, Edisi Vol. 6 No. 1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2022,
hlm. 51.

2 Widi Megayanti, Nicky Rosadi, “Pengaruh Kepemilikan Handphone Terhadap Uang Saku
Peserta Didik Untuk Pembelian Pulsa Paket Internet Di SMK Yamas Jakarta”, Jurnal Research and
Development Journal of Education, Edisi Vol. 5 No. 1, Studi Pendidikan Ekonomi Universitas
Indraprasta PGRI, 2018, hlm. 26.

3 Ibid, hlm. 51.



(SIM Card) yang berbasis teknologi Global System for Mobile Communication
(GSM).* Sim card merupakan kartu yang digunakan untuk menggunakan
layanan seluler, dapat memberikan jaringan sinyal internet.’ Jaringan sinyal
internet dapat diartikan sebagai jaringan telekomunikasi yang luas dan
mendunia, yaitu menghubungkan pemakaian telekomunikasi dari suatu negara
ke negara yang lain yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi
dari yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.°

Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi berkembang pesat seiring
kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap internet, dan ditunjang dengan
semakin mudahnya izin investasi oleh pemerintah yang secara tidak langsung
telah memberikan dorongan membuka bisnis bagi para pelaku usaha dibidang
teknologi informasi terkhusus perusahaan dibidang provider jasa layanan
internet.” Penyedia jasa layanan internet yang ada di Indonesia seperti PT.
Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL

Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), dan PT. Smartfren (Smartfren).® Adanya

4 Waode Maratun Shaleha, “Determinan Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian
Simcard Prabayar Telkomsel Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Kota Kendari”, Jurnal Ilmiah lImu
Manajemen dan Kewirausahaan, Edisi Vol. 1 No. 2, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2021,
hlm. 366.

5 Telkomsel, “Transformasi SIM Card Mulai dari Sebesar Kartu Nama sampai Nano”
terdapat dalam  https:/www.telkomsel.com/about-us/blogs/transformasi-sim-card-mulai-dari-
sebesar-kartu-nama-sampai-
nano#:~:text=SIM%20Card%20adalah%20Subscriber%?20Identity,untuk%20menggunakan%20lay
anan%20seluler%20GSM, Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023.

® Danial Rahman, “Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar dan Informasi” Jurnal
Perpustakaan dan Informasi, Edisi Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Enrekang, 2021, him.
10.

7 Fivhi Indah Sari, “Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan Internet Bolt dan Bolt
Home Yang Dicabut Izinnya Oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, Jurnal
Hukum Adigama, Edisi Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019.

8 Zulham Azhar, Zulkarnain, Edyanus Herman Halim, “Pengaruh Persepsi Nilai Dan Brand
Personality Terhadap Loyalitas dan Brand Switching Gen Milenial dalam Memilih Provider
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provider penyedia layanan internet tersebut, pengguna telepon seluler dapat
memilih provider mana yang akan digunakan dalam telepon selulernya.
Provider tersebut akan memberikan tawaran-tawaran mengenai produk paket
internet yang kemudian penggunanya dapat memilih sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak
provider yang mengeluarkan dan melakukan promosi baik melalui iklan media
cetak maupun media elektronik yang mudah untuk jangkau dan dibeli.”

Pembelian produk paket internet oleh pengguna telepon seluler sebagai
konsumen bisa langsung didapatkan, selama memiliki pulsa yang mana sebagai
alat tukar untuk membeli paket internet sesuai yang diinginkan. Pada umumnya
paket internet yang ditawarkan oleh provider beraneka macam pilihan.
Tentunya hal itu dapat membuat konsumen tergiur akan tawaran-tawaran yang
diberikan oleh pihak provider dimana terkadang konsumen diberikan harga
yang sangat murah dengan kuota internet yang dirasa cocok, tanpa mengetahui
persyaratan terkait dengan tawaran tersebut secara detail. Pada akhirnya dapat
merugikan konsumen itu sendiri, yang mengakibatkan hilangnya pulsa yang
dimiliki oleh konsumen secara terus menerus.

Dibalik itu kerugian terhadap konsumen juga dapat terjadi akibat dari pihak
provider itu sendiri yang secara sepihak langsung mendaftarkan konsumen

sebagai pengguna paket internet tertentu yang secara otomatis dari pihak

Telekomunikasi”, Jurnal Economica, Edisi Vol. 11 No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Riau, 2023, him. 147.

 Nurin Fitria Ulfa, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Dalam Layanan Penggunaan Paket Internet Provider”,
Jurnal Interpretasi Hukum, Edisi Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020, hlm.
50.



provider tanpa sepengetahuan konsumen, kemudian membuat hilang atau
berkurangnya begitu saja pulsa yang dimiliki oleh konsumen tanpa informasi
yang jelas. Meskipun dalam permasalahan tersebut konsumen sudah berusaha
untuk menghentikan paket internet sesuai dengan prosedur yang diberikan
dalam janji dinyatakan label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan
barang atau jasa tersebut, namun usaha dari konsumen untuk menghentikan
paket internet tersebut hanyalah sia-sia saja. Hal ini karena apa yang termuat
dalam syarat dan ketentuan produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha
tidak bisa dilakukan oleh konsumen sesuai janji yang dinyatakan dalam label,
etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan tersebut, sehingga hal ini tetap
mengakibatkan konsumen terdaftar secara otomatis dan mengalami kerugian
kehilangan pulsa.

Kehilangan pulsa akibat kesengajaan oleh pihak provider tentu merupakan
suatu kerugian yang dialami oleh konsumen, dan hal tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). Seperti halnya
hak konsumen yang tidak terpenuhi dan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku
usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a menyatakan “kewajiban pelaku usaha
adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”.!° Pasal 7 huruf b
menyatakan “kewajiban pelaku usaha adalah: memberikan informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

10 Pasal 7 huruf a, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.



memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.!! Pasal 7 huruf
f yang menyatakan “kewajiban pelaku usaha adalah: memberi kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.!? Pasal 7 huruf
g yang menyatakan “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian”.!3

Selain ketentuan kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen,
terdapat ketentuan terhadap pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang
yaitu salah satunya termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.!*
Sebagai konsumen tentunya harus mengetahui secara detail informasi mengenai
barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan
konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi dari barang atau jasa yang
diperdagangkan, sedangkan bagi pelaku usaha memiliki kewajiban untuk
memberikan informasi secara detail terhadap produk yang diperdagangkan
tersebut. Namun apabila pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan yang

sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dimintai

pertanggungjawaban atas hal-hal yang merugikan konsumen.

' Ibid, Pasal 7 huruf'b.
12 Ibid, Pasal 7 huruf f.
13 [bid, Pasal 7 huruf g.
14 Ibid, Pasal 8 ayat (1) huruf f.



Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan”.!> Kerugian yang dialami konsumen secara
tegas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (yang selanjutnya disebut dengan UU Telekomunikasi),
terhadap Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan “atas kesalahan dan atau kelalaian
penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak
yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara
telekomunikasi”.!6

Diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi,
tentunya harus menjadi dasar dan acuan bagi para pelaku usaha provider untuk
memasarkan produk barang atau jasanya yang sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Selain itu, dengan undang-undang tersebut bagi para pelaku usaha
provider seharusnya dapat menjadi dorongan pendukung untuk menciptakan
kualitas iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran para pelaku

usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.!’

Sehingga dapat
melahirkan perusahaan yang berintegritas, produk usaha yang maksimal dan

tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus menjamin adanya kepastian

15 Ibid, Pasal 19 ayat (1).

16 Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi.

17 Nurul Febrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku
Usaha, dan Konsumen”, Jurnal Borobudur Law Review, Edisi Vol. 2 No. 2 Fakultas Hukum
Universitas Semarang, 2020, him. 19.



hukum terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan UU Perlindungan
Konsumen.!8

Pada kenyataanya pihak pelaku usaha provider tidak secara penuh
mengedepankan dan menerapkan ketentuan yang diatur dalam UU
Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi sesuai dengan tujuan atau
cita-cita hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data hasil pra riset yang
dilakukan oleh penulis yang diambil melalui angket, yang disebarluaskan sejak
tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023.
Berdasarkan hasil angket yang sebarluaskan tersebut telah terkumpul 10
permasalahan dari konsumen sebagai pengguna provider yang mengalami
hilang atau berkurangnya pulsa akibat menggunakan paket internet tertentu dan
terdaftar secara otomatis terhadap penggunaan paket internet tertentu karena
syarat dan ketentuan yang memuat janji dinyatakan dalam label, etiket
keterangan, dan iklan atau promosi tidak dapat dilakukan oleh konsumen. Dari
10 konsumen tersebut dapat dilakukan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) konsumen provider “Telkomsel” mengalami terdaftar otomatis
secara sepihak setelah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna paket
internet tertentu, terhadap perpanjangan otomatis tersebut 1 (satu)
konsumen tidak menginginkan perpanjangan otomatis;

2. 2 (dua) konsumen provider “Tri/3” mengalami terdaftar otomatis secara

sepihak setelah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna paket internet

18 Ibid, hlm. 91.



tertentu, terhadap perpanjangan otomatis tersebut 2 (dua) konsumen
tidak menginginkan perpanjangan otomatis;

4 (empat) konsumen provider “Indosat” mengalami terdaftar otomatis
secara sepihak setelah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna paket
internet tertentu, terhadap perpanjangan otomatis tersebut 4 (empat)
konsumen tidak menginginkan perpanjangan otomatis;

2 (dua) konsumen provider “Axis” mengalami terdaftar otomatis secara
sepihak setelah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna paket internet
tertentu, terhadap perpanjangan otomatis tersebut 2 (dua) konsumen
tidak menginginkan perpanjangan otomatis;

1 (satu) konsumen provider “XL” mengalami terdaftar otomatis secara
sepihak setelah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna paket internet
tertentu, terhadap perpanjangan otomatis tersebut 1 (satu) konsumen

tidak menginginkan perpanjangan otomatis tersebut.

Untuk keterangan lebih rinci dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 01. Hasil Pra Riset Konsumen Yang Mengalami Kerugian

Akibat Terdaftar Otomatis Paket Internet Tertentu

Provider Dan Produk Paket | Keinginan Untuk
No Nama Internet Yang Didaftarkan Perpanjangan
Secara Sepihak Otomatis?

(Telkomsel) .

1. | Igbal Play Plus Tidak
. (Tri/3) .

2. | llham Wildhana Paket Internet Bulanan Tidak
o (Tri/3) .

3. | Riflki ¥ Paket Internet Combo Tidak
(Indosat) .

4. | Sevan Arsana Paket Internet Freedom U Tidak

5. | Angkasa (Indosat) Tidak




Paket Internet Super Hemat
(Indosat)
Paket Internet Bulanan
(Indosat)
Paket Internet Mingguan
(Axis)
Paket Internet Mingguan
(Axis)

9. | Asyira Putri Paket Internet Dengan Gratis Tidak
Nelpon Untuk Beberapa Jam
(XL)

10. | Aufa Tidak Menyebutkan Paket Tidak
Internet

6. | Reva Tidak

7. | Desti Tidak

8. | Deandra Tidak

Terhadap hasil dan kondisi hasil pra riset yang didapatkan oleh penulis dan
telah diuraikan berdasarkan penjelasan dan tabel diatas, maka perbuatan para
pelaku usaha provider jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
terdapat kondisi dimana para pelaku usaha provider tidak secara baik
menerapkan norma yang sudah berlaku dan tidak menjalankan norma perbuatan
yang dilarang bagi para pelaku usaha. Selain itu pada hasil pra riset tersebut
para pelaku usaha provider juga melakukan pelanggaran hukum dimana secara
sepihak yang langsung terdaftar sebagai pengguna dari paket internet tertentu.

Dari akibat dilakukan oleh para pelaku usaha provider yang mengakibatkan
kerugian yang dialami konsumen seperti halnya hilangnya pulsa milik
konsumen. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha provider
tersebut tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang dilarang atau diatur bagi
pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Sehingga
adanya perpanjangan otomatis yang dilakukan oleh pihak oleh provider kepada
konsumen memiliki potensi melanggar hak yang dimiliki konsumen yang pada

akhirnya akan menimbulkan kerugian. Atas kerugian yang dialami oleh



konsumen pelaku usaha provider berkewajiban untuk memberikan tanggung
jawab ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan, sehingga hal tersebut
salah satu bentuk perlindungan hukum, dimana konsumen dapat memperoleh
kepastian hukum. Maka dari kerugian yang dialami akibat pelaku usaha,
konsumen juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh
konsumen. !

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pra riset yang ditemukan penulis terhadap
konsumen yang dirugikan akibat hilangnya pulsa atas perbuatan yang dilakukan
oleh para pelaku usaha provider. Maka, Penulis tertarik untuk berfokus
mengkaji dan meneliti mengenai “Penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet Tertentu Secara Sepihak

Oleh Provider”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada perpanjangan otomatis
paket internet tertentu secara sepihak oleh provider Tri (3) dan Indosat?

2. Apakah perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh

provider merupakan pelanggaran hukum?

19 Silvony Kakoe, Masruchin Ruba’l, Adbul Madjid, “Perlindungan Hukum Korban
Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan”, Jurnal
Legalitas, Edisi vol. 13 No. 2, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 120.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada

perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider

Tri (3) dan Indosat;

2. Untuk mengetahui apakah perpanjangan otomatis paket internet tertentu

secara sepihak oleh provider merupakan pelanggaran hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian

yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun penulis

menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penulis. Untuk

mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan

sebagai berikut:

Tabel 02. Orisinalitas Penelitian

No Nama Penulis

Judul Skripsi

1. | Aulia Adilla

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(2017), dengan judul Skripsi “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Akibat Kesalahan
Pelaku Usaha Pada Layanan Paket Internet
PT. INDOSAT”. Penelitian tersebut
membahas mengenai perlindungan
konsumen atas kesalahan pelaku usaha PT
Indosat yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap terpotongnya
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pulsa akibat pembelian kuota paket internet
yang sudah terdaftar akan tetapi kuota paket
internet belum diterima oleh konsumen.

Astika
Noviacindy

Prapanca

Fakultas Hukum Universitas Jember (2019),
dengan judul Skripsi “Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen terhadap Penggunaan Paket
Internet Yellow oleh Indosat Ooredoo yang
Mengakibatkan Pulsa dan Paket Data
Hilang”. Penelitian tersebut membahas
mengenai Perlindungan Hukum Konsumen
yang berfokus terhadap Paket Internet Yellow
Oleh Indosat Ooredoo yang mengakibatkan
pulsa dan paket data hilang.

Muhammad
Kurnia

ITham

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
(2019), dengan judul Skripsi “Tanggung
Jawab Provider Telkomsel Terhadap Kasus
Paket Talkmania (TM) Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”.
Penelitian tersebut membahas mengenai
tanggung jawab provider Telkomsel terhadap
kasus manipulasi dalam program Talkmania
yang tetap menarik pulsa pelanggan meski
keutaman dalam program tersebut tidak
diberikan dan membahas terkait dengan
mekanisme ganti kerugian yang timbul atas
kasus tersebut antara konsumen dengan
pihak provider.

Ozi Nofandi

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2013), dengan judul Skripsi
“Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna
Jasa Kartu Prabayar pada PT. XL AXIATA
Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen”. Penelitian tersebut membahas
mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa
kartu  Prabayar XL di = Pekanbaru.
Pelaksanaan perlindungan konsumen bagi
pengguna jasa kartu Prabayar XL di
Pekanbaru, dan  faktor = penghambat
perlindungan konsumen bagi pengguna jasa
kartu Prabayar XL di Pekanbaru.

Sugiyanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(2012), dengan judul Skripsi “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa SMS
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Berlangganan (SMS PREMIUM) Di Kota
Yogyakarta (Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen)”. Penelitian tersebut membahas
mengenai  penggunaan layanan = SMS
Premium yang masih dikenakan tarif pulsa
rata-rata Rp 2000,- per SMS meskipun sudah
diberhentikan oleh konsumen.

E. Tinjauan Pustaka
1. Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika),
atau consument (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang atau jasa.?’
Secara harfiah arti kata consumer itu adalah “lawan dari produsen setiap
orang yang menggunakan barang”?! Dalam Pasal 1 Angka 1 UU
Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.?? Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.?

Perlindungan konsumen dalam hal ini merupakan bentuk
perlindungan  melalui  keberpihakan  kepada  konsumen yang

dilatarbelakangi oleh posisi yang tidak seimbang antara konsumen dengan

20 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Dan Kultur
Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ombak Dua, 2014, him.
8.

2 Ibid, him. 8.

22 Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

23 Nurul Febrianti, Op. Cit, him. 91.
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pelaku usaha.?* Konsumen sebagai individu dihadapkan dengan pelaku
usaha yang terorganisir dengan baik sehingga memiliki kekuatan modal
yang menjamin untuk menjadikan konsumen merasa memiliki kualitas
posisi tawar yang lebih rendah.?

Negara sebagai pembuat payung hukum, kebijakan, kajian hingga
melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa terdapat keseimbangan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Payung hukum
pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU
Perlindungan Konsumen. Adanya undang-undang yang mengatur tentang
perlindungan konsumen tentunya tidak semata-mata dibuat untuk
mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi dengan adanya peraturan
tersebut berguna untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan
menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan perusahaan yang
tangguh, sekaligus pula adanya kepastian hukum terhadap perlindungan
konsumen.?®

Hukum perlindungan konsumen diperlukan guna membangun
kesetaraan hubungan yang terjadi di lapangan antara konsumen dan pelaku

usaha.?” Disamping itu juga, dengan diperlukannya hukum perlindungan

24 Ibid, hlm. 91.

5 Ibid, him. 91.

26 Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Edisi Vol. 19 No. 1, Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia, 2019, hlm. 113.

27 Budi Agus Riswandi, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, FH UII
Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 9.
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2.

konsumen tidak dapat dilepaskan dari watak hukum perlindungan
konsumen yang mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku
usaha, ketika konsumen dalam kedudukannya tidak setara, karena jika
kedudukan hukum yang mengatur tersebut terdapat kesetaraan antara
konsumen dengan pelaku usaha maka lebih tepat dianggap sebagai hukum
konsumen.?
Provider dan Produk Provider

Internet Service Provider (ISP) merupakan perusahaan yang
menyediakan layanan jasa internet dan terdiri dari dua skala jaringan baik
secara regional maupun kancah internasional yang memberikan para
konsumen dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet dunia luar secara
global.?® Sehingga dengan adanya provider sebagai pelaku usaha jasa
layanan internet perkembangan teknologi khususnya di bidang mobile saat
ini dapat begitu pesat, karena hal yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan
cepat dan dapat mengerjakan banyak hal sesuai dengan kebutuhan dalam
waktu yang singkat.>

Dalam praktiknya provider sebagai penyedia layanan internet akan
memberikan tawaran-tawaran produk internet. Di Indonesia jasa layanan

telekomunikasi mempunyai operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, XL,

28 Ibid, him. 9.
2 Siti Nurajizah, Nila Alis Ambarwati, Sri Muryani, “Sistem Pendukung Keputusan

Pemilihan Internet Service Provider Terbaik Dengan Metode Analytical Hierarchy Process”, Jurnal
Teknologi dan Sistem Informasi, Edisi Vol. 6 No. 3, Sistem Informasi Universitas Bina Sarana
Informatika, 2020, hlm. 232.

30 Deo Rangga Sada Siregar, Lucky Koryanto, NM Faizah, “Aplikasi Pencarian Hotel di

Kota Jakarta Berbasis Android dengan Metode Location Based Service (LBS) Menggunakan
Android Studio”, Computer Journal,Edisi Vol. 1 No. 1, [lmu Komputer Universitas Tama Jagakarsa,
2023, hlm. 65.
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Tri, Smartfren yang didukung dengan banyaknya tawaran paket internet
yang tersebar di pasar membuat perusahaan berlomba untuk bersaing
dengan menawarkan berbagai macam produk internet untuk merebut pangsa
pasar konsumen.3!
Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang
dilakukan oleh pelaku usaha, secara umum sudah banyak diketahui oleh
masyarakat. Pelaku usaha yang memiliki izin pasti akan melakukan
produksi dan melakukan pemasaran ke berbagai segmen masyarakat sesuai
dengan target yang akan dicapai oleh pelaku usaha, dalam menciptakan dan
mencapai ekonomi serta pasar. Akan tetapi, dalam menciptakan ekonomi
dan pasar perlu adanya peranan hukum dalam konteks ekonomi.?? Peranan
hukum tercipta agar tidak adanya pelaku usaha yang mendominasi dan
memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih dan
menggunakan barang atau jasa terhadap produk yang ditawarkan oleh
pelaku usaha. Karena antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki

hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan.

3! Posnita Sihombing, Fenny B.N.L. Tobing, Melinda Malau, “Pengaruh Fitur Produk,

Jangkauan Jaringan, Dan Harga, Terhadap Keputusan Pembelian Paket Internet Telkomsel Warga
Di Lintong Nihuta”, Fundamental Management Journal, Edisi Vol. 6 No. 2, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Kristen Indonesia, 2021, him. 102.

32 1 Wayan Ariawan, Ni Putu Rai Yuliartini, Si Ngurah Ardhya, “Implementasi Ketentuan

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait
Pencantuman Labnel Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng”, Jurnal
Komunitas Yustisia, Edisi Vol. 4 No. 1, [lmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, hlm.

33 Ibid, hlm. 48.
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Pelaku usaha dalam melakukan produksi dan memperdagangkan
barang atau jasanya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan perbuatan
yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. UU Perlindungan
Konsumen telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku
usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha salah satunya diatur pada
Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang: tidak sesuai tidak sesuai dengan janji dinyatakan
dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut”.3*

Terhadap ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha
dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
wajib memenuhi hak-hak konsumen yang sudah dijanjikan dengan
apa yang tertera dalam label, etiket keterangan, dan iklan atau promosi
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.
Sehingga pelaku usaha wajib menanggung apa yang sudah dijanjikan
dan sudah dinyatakan dalam label, etiket keterangan, dan iklan
maupun promosi yang tertera dalam suatu produk. Karena apabila
terhadap janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, dan iklan atau

promosi tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan janji, maka

34 Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi oleh konsumen
mengenai apa yang sudah dijanjikan dalam produk tersebut.
Perpanjangan Otomatis

Perubahan teknologi yang semakin pesat, perkembangannya
mempengaruhi gaya hidup di berbagai bidang dalam hal berkomunikasi
untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.’> Perkembangan tersebut
termasuk dalam transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan
dengan tatap muka secara langsung dan secara tunai, kini menjadi mudah
dengan fleksibel dapat dilakukan melalui internet atau secara daring.’
Fleksibel dalam hal ini adalah bagaimana penjualan memberikan banyak
alternatif atau pilihan dalam melakukan transaksi.?’

Salah satunya adalah pembelian paket internet yang dapat dibeli
dimana saja dan kapan saja, bahkan pembelian paket internet tersebut dapat
secara otomatis terbeli apabila paket internet sudah habis. Pembelian paket
internet secara otomatis dalam perkembangan teknologi saat ini bukan lagi
suatu hal yang baru. Pembelian paket internet otomatis dapat dilakukan oleh
pengguna telepon seluler melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak

provider. Namun, adanya fitur perpanjangan otomatis dapat dilakukan

35 Sindy Nova, Nurul Khotimah, Maria Y Aryanti Wahyuningrum, “Rancang Bangun

Jaringan Internet Berbasis Nirkabel Di RT 005/ 006 Ciracas Dengan Router Mikrotik Sebagai Acces
Point Outdoor”, UG Jurnal, Edisi Vol. 16 No. 6, Universitas Gunadarma, 2022, hlm. 19.

36 Muhammad Fahrijal Anshori, Dede Nurohman, “Efektivitas Penyedia Internet Desa

Untuk Peningkatan Promosi UMKM Di Temenggungan Udanawu Blitar”, Jurnal Cakrawala
Ilmiah, Edisi Vol. 1 No. 9, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022,
hlm. 2246.

37 Santy Permata Sari, “Strategi Meningkatkan Penjualan Di Era Digital”, Scientific

Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, Edisi Vol. 3 No. 3
Universitas Flores, 2020, him. 294,
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ketika konsumen memiliki pulsa yang dapat digunakan untuk membeli

kuota internet yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan konsumen itu.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis-empiris atau
yang juga dapat dikatakan penelitian lapangan. Dalam hal ini berfokus
untuk mengkaji pelaksanaan penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen pada perpanjangan otomatis paket internet tertentu
secara sepihak oleh provider dan untuk mengetahui apakah perpanjangan
otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider merupakan
pelanggaran hukum.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan
penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen pada
perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider
dan untuk mengetahui apakah perpanjangan otomatis paket internet tertentu
secara sepihak oleh provider merupakan pelanggaran hukum.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengkaji pelaksanaan penerapan Pasal 8 ayat (1)
huruf f UU Perlindungan Konsumen pada perpanjangan otomatis paket

internet tertentu secara sepihak oleh provider dan untuk mengetahui apakah
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perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider

merupakan pelanggaran hukum.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan untuk memperoleh data untuk menjawab

rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, maka penulis melakukan

penelitian dengan subjek penelitian berdasarkan:

a.

C.

Angket ditujukan kepada konsumen pengguna layanan jasa provider Tri
(3) dan Indosat sebagai pengguna paket internet dengan sistem
perpanjangan otomatis yang disebarluaskan melalui media sosial
Apalikasi Instagram, Aplikasi X, dan Pesan Grup Chat;

Konsumen pemakai paket internet tertentu yang mengalami kerugian
akibat perpanjangan otomatis yang dilakukan secara sepihak oleh pihak
provider;

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta;

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data

Sekunder:

a.

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
utama yang mengalami permasalahan yang akan dibahas. Data primer
dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dengan menyebarkan
angket yang berkaitan dengan perpanjangan otomatis paket internet

tertentu secara sepihak oleh provider.

20



b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier, yang dalam perinciannya sebagai berikut:

1y

2)

3)

Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

c¢) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen;

d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi;

e) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi;

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak
memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum akan tetapi
memiliki penjelasan bahan hukum primer yang kaitannya dengan
hasil pikiran para pakar atau ahli yang memiliki dan mempelajari
bidang tertentu antara lain buku, makalah, jurnal ilmiah yang
berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan

kamus hukum sebagai bahan pendukung bahan primer dan bahan

sekunder.
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6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan

menggunakan metode:

a. Penelitian Studi Pustaka (/ibrary research) yang berdasarkan oleh
sumber buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel internet, media
massa, dan sumber internet serta referensi lainnya yang relevan dengan
penelitian ini.

b. Penelitian lapangan melalui angket untuk memperoleh data dan
keterangan untuk tujuan dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan

analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah data yang diperoleh

berdasarkan hasil angket. Kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum
seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan secara
sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis
menjelaskan kerangka penelitian ini sebagai berikut:
1. BAB I Pendahuluan yaitu bagian yang memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas

penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.
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2. BAB II Tinjauan Umum yaitu bagian yang menjelaskan landasan teori
tentang Perlindungan Konsumen, Provider dan Produk Provider, Pasal 8
ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, dan Perpanjangan Otomatis.

3. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan yaitu bagian yang menjelaskan
terkait analisis penulis dan pembahasan rumusan masalah mengenai
penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen pada
perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider
dan mengenai perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak
oleh provider merupakan pelanggaran hukum.

4. BAB IV Penutup yaitu bagian yang memuat kesimpulan terkait bab
sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada

pembaharuan dan penerapan UU Perlindungan Konsumen.
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BAB II
TINJAUAN UMUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROVIDER DAN PRODUK
PROVIDER BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF F UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN MENGENAI PERPANJANGAN OTOMATIS

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
“tempat berlindung” atau “hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”.®
Sedangkan menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau
pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan
cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan
menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang
menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.>® Sehingga terhadap

penjabaran tersebut sudah tergambar apa itu yang dimaksud dengan

Perlindungan Konsumen.

38 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses pada 11 Desember 2023.

3 Renata Christha Auli, Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan
Dasarnya, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-
tujuan-dan-dasarnya-1t62dfc65f7966¢# _fin4, diakses pada 11 Desember 2023.

24


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c#_ftn4
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c#_ftn4

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan
Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut pendapat Az. Nasution,
bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen yang didalamnya memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat
mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen,
sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup.*® Maka dari itu, dalam hukum
perlindungan konsumen terdapat unsur-unsur di dalamnya dan terbentuk pola
hubungan perlindungan konsumen, yaitu unsur konsumen, unsur pelaku usaha,
dan unsur barang atau jasa.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*! Sedangkan
pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian

40 Alfina Maharani, dan Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan

Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku
Usaha (Literature Review), Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Edisi Vol. 2 No. 6,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, 2021, hlm. 660.

4! Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.
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mengenai konsumen dan pelaku usaha tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2
dan 3 UU Perlindungan Konsumen.

Timbulnya hukum perlindungan konsumen adalah sebagai akibat dari
lemahnya posisi konsumen yang banyak dirugikan dibandingkan dengan para
pelaku usaha yang relatif lebih diuntungkan.*> Konsumen menjadi objek
aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian
standar yang merugikan konsumen.** Perlindungan kepada konsumen dalam
hal ini dipandang penting, baik secara material maupun formal mengingat
semakin pesatnya kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi bagi produktivitas
dan efisiensi para pelaku usaha atas barang atau jasa yang dihasilkan untuk
mencapai sebuah target pencapaian yang terkadang tanpa memperhatikan hak-
hak konsumen.** Maka para pelaku usaha dalam rangka untuk mencapai
produktivitas dan efisiensi tersebut, baik langsung maupun secara tidak
langsung konsumen yang pada akhirnya akan merasakan dampak yang tidak
baik atau dalam posisi yang dirugikan.*> Sehingga bentuk perlindungan yang

dapat diberikan kepada konsumen adalah dalam bentuk hukum, karena salah

42 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Jala Permata Aksara,

Jakarta, 2021, hlm. 82.

4 Muhammad Firdaus, Aggun Lestari, Suryamizon, Edi Haskar, “Penerapan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pelayanan Air Bersih Pdam Tirta Antokan Kabupaten Agam
Unit Baso”, Sibatik Journal, Edisi Vol. 1 No. 11, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat, 2022, him. 2463.

4 Celiana Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Sinar

Grafika, Jakarta, 2008, him. 5.

4 Ibid, hlm. 5.
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satu dari sifat sekaligus tujuan hukum yaitu memberikan sebuah perlindungan
dan pengayoman kepada warga masyarakat.*¢

Selain itu hukum perlindungan konsumen dibuat oleh pemerintah

digunakan sebagai alat untuk mengontrol para pelaku usaha dalam hal yang
menghasilkan barang atau jasa terhadap konsumen. Sehingga konsumen dapat
menerima haknya sesuai dengan apa yang semestinya didapatkan. Namun
dalam hal ini, pemerintah memerlukan sebuah wadah atau tempat dalam
pelaksanaan sarana pelindung hukum.*’ Sarana perlindungan hukum menurut
Philipus M. Hadjon terdiri dari dua macam yaitu:*

1. Sarana perlindungan hukum preventif yang artinya bahwa rakyat
diberikan kesempatan untuk mengajukkan keberatan (inspraak) atau
rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum, keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana perlindungan
hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik.
Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada
suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif

pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil

keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.*’

46 Hulman Panjaitan, Op.Cit, hlm. 82.

47 Tri Sulismuji Wiyono, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang
Mengandung Bahan Berbahaya”, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Edisi Vol. 4 No. 1, Magister Ilmu
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2020, him. 25.

8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Ctk. Pertama, Bina
Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

4 Ibid, hlm. 25.
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2. Sarana perlindungan hukum represif yang artinya perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini
dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi
negara.>”

Oleh karena itu, keinginan yang akan dicapai dalam hukum perlindungan
konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya yang dimaksudkan dalam hukum
perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif (mencegah),
tetapi juga tindakan represif (memulihkan) dalam semua bidang perlindungan
yang diberikan kepada konsumen. Maka perlindungan konsumen akan
dilakukan dengan Menciptakan sistem hukum perlindungan konsumen yang
mengandung unsur keterbukaan atas akses informasi, serta menjamin dan
terjaminnya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen; melindungi
kepentingan konsumen pada khususnya dan sekaligus kepentingan seluruh
pelaku usaha; meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; memberikan
perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan

menyesatkan; dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan

30 Ibid, hlm. 25.
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pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada
bidang-bidang lainnya. !

Setiap peraturan yang dibuat pasti akan memuat asas atau prinsip yang
mendasari dibuatnya atau disahkannya sebuah peraturan. Seperti halnya asas-
asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yang
menyatakan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum”.>? Berdasarkan 5 (lima) asas tersebut demi terjadinya kepastian hukum
masing-masing asas memiliki penjelasan sebagai berikut:>?

1. Asas manfaat, asas ini memiliki makna untuk menyakinkan bahwa
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat keseluruhan bagi kepentingan para pihak antara
pelaku usaha dan konsumen.>*

2. Asas keadilan, asas ini memiliki makna agar partisipasi seluruh
masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan yang adil atau sama baik kepada konsumen dan pelaku
usaha dalam mendapatkan hak dan kewajiban para pihak.>

3. Asas keseimbangan, asas ini memiliki arti sebuah keseimbangan hak

dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai

5l Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan
Perkembangan Pemikiran), Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, him. 7.

52 Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

53 Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

54 Ibid.

55 Ibid.
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kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
menjalankan hukum perlindungan konsumen.>®

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini memiliki arti untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap produk
yang digunakan oleh konsumen yang berasal dari pelaku usaha.®’

5. Asas kepastian hukum asas ini memiliki arti baik antara para pihak yaitu
pelaku usaha dan konsumen untuk menaati hukum dalam memperoleh
keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sama, serta
negara menjamin kepastian hukum.>8

Terhadap asas tersebut hukum perlindungan konsumen menjadi penting dan

utama dalam kegiatan antara para pelaku usaha dengan konsumen, karena dapat
tercipta keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak
konsumen. Selain itu, juga konsumen mendapatkan hak barang atau jasa yang
sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.>® Asas-asas tersebut juga merupakan
satu kesatuan dengan tujuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam
Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, dapat menjadikan keterbukaan informasi
sebagai tolak ukur utama yang dilakukan para pelaku usaha, guna mendapatkan
kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna
barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen, sehingga tercipta suatu hak

dan kewajiban antara para pelaku usaha dengan konsumen yang seimbang.

56 Ibid.

57 Ibid.

58 Ibid.

5 M. Elpha Darnia, E. Enjely Utami, dkk, “Strategi Penguatan Hukum Perlindungan
Konsumen Dalam Era Digital”, Perkara: Jurnal llmu Hukum dan Politik, Edisi vol. 1 No. 4.
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 49.
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Hak dan kewajiban konsumen terkait hal ini sudah diatur dalam Pasal 4
mengenai hak dan Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen dalam UU
Perlindungan Konsumen. Sedangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 mengenai hak dan Pasal 7 mengenai
kewajiban pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen. Hak dan
kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah mutlak diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban tersebut terjadi
karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh keduanya, maka secara tidak
langsung hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak harus dilaksanakan
dengan semestinya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan para pelaku usaha
merupakan suatu ikatan yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga konsumen
yang berada dalam titik lemah sudah memiliki dasar hukum untuk melakukan
hubungan dan perbuatan hukum ke pelaku usaha apabila memang hak dan
kewajiban tidak terpenuhi, dan sebaliknya berlaku bagi pelaku usaha kepada
konsumen. Oleh karena itu, adanya peraturan berfungsi untuk satu sama lain
melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa merugikan satu sama lain, sehingga
dapat menimbulkan perbuatan yang sehat antara pelaku usaha dengan
konsumen yang menggunakan barang atau jasa. Namun apabila terhadap hak
dan kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha, maka konsumen
dapat meminta tanggung jawab kepada pelaku usaha sesuai hak konsumen dan

kewajiban pelaku usaha.
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Tanggung jawab yaitu berarti suatu kewajiban untuk memberikan jawaban
yang sudah jelas mengenai perhitungannya atas semua kejadian atau peristiwa
dan kewajiban untuk memperbaiki atas segala sesuatu yang mungkin
ditimbulkan.®® Oleh karena itu ketika konsumen merasa dirugikan yang
diakibatkan atas penggunanaan barang dan atau jasa dari pelaku usaha,
konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sesuai
dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) UU Pelindungan

Konsumen.

B. Tinjauan Umum Provider Dan Produk Provider

Provider merupakan perusahaan atau pelaku usaha yang menyediakan
layanan kepada pengguna atau konsumen sebagai penyedia jasa baik
pembuatan website, maintanance dalam dunia cyber, dan penyedia akses
internet.®! Internet Service Provider (ISP) merupakan perusahaan atau pelaku
usaha yang menyediakan layanan jasa internet dan terdiri dari dua skala
jaringan baik secara regional maupun kancah internasional yang memberikan
para konsumen dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet dunia luar
secara global.®? Dalam arti internet memberikan dan menyediakan akses

pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi pengguna.®

60 Vera Wheny Setijawati dan Yudith Ridzkia, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Peredaran Komestik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Dan Peraturan BPom Nomor 23 Tahun 2019”, Jurnal Rectum, Edisi Vol. 5 No. 1, Universitas
Tarumanagara, 2023., hlm. 999.

8L Provider, https://idcloudhost.com/kamus-hosting/provider/, diakses pada 15 Desember

2023.

62 Siti Nurajizah, Op.Cit, hlm. 232.

63 Rusito, Teknologi Internet Dasar Internet, Internet of Things (10T) dan Bahasa HTML,
Ctk. 1, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, him. 1.
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Menurut definisi yang dibuat pada tahun 1995 oleh U.S. Federal Networking
Internet (interconnected network) yaitu sistem informasi global yang terhubung
secara logis melalui ruang alamat global yang unik berdasarkan Protokol
Internet (IP) atau eksistensinya, dimana yang mampu mendukung komunikasi
dengan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) atau
turunannya yang diperluas dengan memberikan tingkat layanan lapisan dan
infrastruktur terkait yang dibahas di dalamnya.®*

Sedangkan menurut, Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi yang berbunyi “Layanan Akses Internet
(Internet Service Provider) yang selanjutnya disebut Layanan Akses Internet
(ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang
menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan
internet publik”.%> Oleh karena itu, sebagai badan perusahaan atau pelaku usaha
yang menyediakan layanan internet, tentu setiap provider memiliki produk yang
dijual.

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun
tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise
perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh konsumen untuk

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen itu. Menurut Philip Kotler,

% Faisal Fadilla Noorikhsan, Hilal Ramadhani, Budi Crismanto Sirat, Nisa Khoerunisa,

“Dinamika Internet, Media Sosial dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-
Masyarakat”, Journal of Political Issues, Edisi Vol. 5 No. 1, Departmen of Political Science
Universitas Siliwangi, 2023, him. 98.

85 Pasal 1 angka 22, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
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produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk diperhatikan,
dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan untuk
kebutuhan.® Jenis produk layanan provider di Indonesia dikelola oleh beberapa
perusahaan atau pelaku usaha seperti PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel),
PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL dan Axis), PT Indosat
(Indosat), dan PT. Smartfren (Smartfren).%’

Terdapatnya perusahaan atau pelaku usaha penyedia layanan internet tentu
hal ini berdasarkan atas tujuan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang
terdapat pada Pasal 3 UU Telekomunikasi yang berbunyi “Telekomunikasi
diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta
meningkatkan hubungan antar bangsa”.®8

Penyedia layanan internet tersebut memiliki beraneka macam produk yang
ditawarkan kepada target pasar atau konsumen. Salah satunya adalah produk
layanan paket kuota internet yang sudah secara umum digunakan oleh setiap
lapisan masyarakat. Dalam produk kuota internet yang ditawarkan oleh pihak
pelaku usaha atau provider juga terdapat berbagai macam kategori seperti
halnya kuota internet harian, mingguan, dan bulanan, maupun dengan waktu-

waktu yang ditawarkan.

% Danang Suyoto, Dasar-Dasar Menejemen Pemasaran Konsep, Strategis, dan Kasus,
Cet. 3, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta 2014, him. 69.

67 Zulham Azhar, Zulkarnain, Op. Cit, hlm. 147.

%8 Pasal 3, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi.
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Tidak hanya itu saja terdapat juga paket-paket yang ditawarkan oleh pelaku
usaha atau provider terhadap produknya seperti kuota internet sms premium,
kuota internet nonton, kuota internet malam, kuota internet game, kuota internet
tiktok, kuota internet chat, kuota unl/imited tertentu serta produk yang biasanya
ada saat musiman (tergantung waktu-waktu tertentu). Maka dalam hal ini
tentunya konsumen akan diberikan banyak pilihan sesuai dengan apa yang
konsumen inginkan dan butuhkan.

Banyaknya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan kepada
konsumen tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari
segi kualitas jaringan, bandwitch, perawatan, pelayanan, stabilitas koneksi,
serta sergi harga yang ditawarkan.®® Sehingga hal itu sangat berkaitan dengan
hubungan antara pelaku usaha penyedia layanan internet atau provider dengan
konsumen, dimana dalam hal ini akan terjadi hubungan hukum antara penjual
(pelaku usaha) dan pembeli (konsumen), serta berkaitan dengan UU

Perlindungan Konsumen.

C. Tinjauan Umum Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Memproduksi atau produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai

kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa sekarang atau dimasa

yang akan datang.”® Produksi dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai suatu

8 Siti Nurajizah, Loc. Cit, hlm. 232.

70 Miftahus Surur, “Teori Produksi Imam Al Ghazali dan Ibnu Khladun Perspektif
Magqashid Al Syari’ah”, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Edisi Vol. 5 No. 1, Universitas
Ibrahimy, 2021, hlm. 13.
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kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Dalam kegiatan produksi barang atau jasa, pelaku usaha pasti akan memasarkan
atau memperdagangkan kepada pasar konsumen. Memperdagangkan atau
memasarkan menurut Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari
kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan
harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang
memuaskan kepada pembeli yang ada maupun potensial.”!

Secara konteks memproduksi atau memperdagangkan diarahkan kepada
usaha pemuasan suatu kebutuhan dan keinginan kepada konsumen dalam
memperoleh keuntungan pelaku usaha melalui proses pertukaran atau transaksi
jual beli.”? Dalam hal jual beli ini tentu akan melibatkan dua subjek hukum yaitu
antara pelaku usaha dengan konsumen. Banyaknya pelaku usaha dan pesatnya
perkembangan ekonomi yang memunculkan berbagai macam bentuk jenis
barang atau jasa hasil produksi para pelaku usaha, hal ini tentu didukung
terlibatnya kemajuan teknologi komunikasi serta informatika, yang mana
memberikan jangkauan yang luas kepada konsumen.”> Konsumen dapat
membeli sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan dengan kebutuhannya masing-
masing, dengan begitu maka roda perputaran ekonomi akan berputar dengan

semestinya.

' Moh Rusdi, “Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada

Perusahaan Genting Ud. Berkah Jaya”, Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Edisi Vol. 6 No. 2,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, 2019, hlm. 51.

2 Ibid, hlm. 51.
3 Arsella Finishia, Yulianti, Setiawan Wicaksono, “Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (F)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Terkait Iklan Penjualan
Kavling Tanah Di Kota Malang”, Jurnal Warkat, Edisi Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2023, hlm. 124.
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Dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa pasti
perlunya suatu informasi mengenai produk yang dijual oleh para pelaku usaha.
Informasi dalam hal ini merupakann bagian terpenting bagi kehidupan
konsumen yang mengambil barang atau jasa dari pelaku usaha yang
diperdagangkan.”* Namun bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan
memperdagangkan barang atau jasanya terdapat ketentuan terhadap perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satunya terdapat pada ketentuan Pasal 8
UU Perlindungan Konsumen.

Berfokus pada Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen,
terhadap para pelaku usah dilarang untuk memproduksi dan atau
memperdagangkan barang atau jasanya apabila tidak sesuai dengan janji yang
dinyatakan dalam label, etiket keterangan dan iklan atau promosi penjualan atas
barang atau jasa tersebut. Maka terhadap ketentuan pasal tersebut para pelaku
usaha memiliki kewajiban untuk menjamin hak konsumen dalam
memperdagangkan harus sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket keterangan, dan iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
Label adalah bagian dari produk yang membawa informasi verbal terkait
produk atau penjualnya.”> Label memiliki tujuan memberikan informasi terkait
dengan isi produk yang terdapat pada label tanpa harus mengerti isi yang ada

dalam produk tersebut, selain itu label juga berfungsi sebagai sarana

" Winda Gadis Sukardi, Sri Bakti Yunarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Konsumen Atas Informasi Pada Label Gas LPG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor
2/Pid.Sus/PN. Byl), Jurnal Hukum Adigama, Edisi Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas
Tarumanegara, 2020, him. 947.

5 Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 192.
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komunikasi terhadap pelaku usaha dengan konsumen terkait hal-hal yang perlu
diketahui di dalam produk tanpa harus membuka bungkusnya.”®

Etiket keterangan adalah sama halnya seperti label yang mana isinya
memberikan keterangan informasi tertulis maupun tidak mengenai produk yang
yang ada pada iklan atau promosi penjualan secara rinci. Iklan merupakan
bagian dari suatu promosi yang mana merupakan sebuah media yang
menyediakan informasi yang digunakan untuk mendapatkan dan menarik
perhatian yang menonton, bersifat persuasif, dan tidak memiliki ciri khusus
tersendiri dalam hal menarik pelanggan yang digunakan pelaku usaha.”’
Informasi juga dapat dijadikan sebagai sumber lain yang memiliki kepastian
hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada kesudahannya
konsumen tidak dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial,
guna mempertahankan kesehatan, keselamatan, dan kepentingan konsumen
dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa.”®

Konsekuensi apabila para pelaku usaha melanggar perbuatan yang dilarang
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, maka sesuai
dengan Pasal 8 ayat (4) pelaku usaha wajib untuk menarik dari peredaran yang
ada di masyarakat. Selain itu juga, dalam perlindungan konsumen apabila

terdapat suatu hal yang timbul yaitu berupa kerusakan, pencemaran, dan atau

76 Nova Titin Lestari, Husna Ni’matul Ulya, “Upaya Peningkatan Penjualan Melalui

Strategi Labeling Usaha Keripik Tempe Di Desa Glonggong”, Abdimas Indonesian Journal, Edisi
Vol. 1 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, hIm. 22.

77 Alyasinta Viela Tusanputri, dan Amron, “Pengaruh Iklan dan Program Gratis Ongkir

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Platform e-commerce Tiktok Shop”, In Forum Ekonomi, Edisi
Vol. 23. No. 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, 2021, hlm. 634.

78 Winda Gadis Sukardi, Sri Bakti Yunarni, Loc. Cit, hlm. 947.
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kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menuntut ganti
rugi tersebut.

Ganti rugi dalam hal ini diatur pada Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan
Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.”
Sehingga terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari hal
kesalahan yang ditimbulkan pelaku usaha, konsumen berhak untuk
mendapatkan haknya seperti yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan
Konsumen, karena hal dari konsumen disalah gunakan dan tidak seperti apa
yang diinginkan maka terpenuhi dan terhadap pelaku usaha harus bertanggung

jawab.

Tinjauan Umum Perpanjangan Otomatis

Perpanjangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu
“perihal memperpanjang: dia sedang mengurus”.®® Sedangkan otomatis
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “secara otomat; dengan

1

bekerja sendiri; dengan sendirinya”® Maka terhadap dua kata antara

perpanjangan dan otomatis bisa diartikan sebagai perihal memperpanjang

7 Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

80 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perpanjangan, diakses pada 16 Desember 2023.

81 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otomatis, diakses pada 16 Desember 2023.
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dengan sendirinya. Perpanjangan otomatis adalah model penagihan dimana
konsumen terhadap suatu layanan diperpanjang secara otomatis pada akhir
periode waktu yang disepakati dan secara umum durasi perpanjangan otomatis
yang disepakati mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.?®?

Mekanisme perpanjangan otomatis terhadap dana yang dimiliki oleh
konsumen dapat langsung terpotong dan terbayarkan kepada pihak penerima
sesuai atas harga barang atau jasanya yang dipilih oleh konsumen, sehingga
akhirnya konsumen dapat langsung memiliki barang atau jasa tersebut tanpa
melakukan pembayaran manual seperti di awal pembelian. Perpanjangan
otomatis dalam masa ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi beberapa
kalangan masyarakat dalam menunjang kemudahan kehidupan sehari-hari,
seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dengan membawa
dampak yang baik untuk kemajuan dalam hal bertransaksi.®’

Persepi kemudahan berdasarkan bahasa berarti suatu ukuran keyakinan
pengguna teknologi bahwa dengan menggunakan fitur-fiturnya dapat
memberikan keleluasaan untuk tidak mengeluarkan usaha yang lebih.®*
Perpanjangan otomatis yang disediakan oleh pelaku usaha yang terhadap hasil
fitur inovasi teknologi saat ini, karena fitur terhadap teknologi tersebut dapat

digunakan untuk mempermudah konsumen. Kemudahan konsumen yang

82 Sage, https://www.sage.com/en-us/blog/glossary/what-is-auto-renewal/, diakses pada 20

Januari 2024.

8 Muhammad Danuri, “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital”, Jurnal

Ilmiah Infokam, Edisi Vol. 15. No. 2, Manajemen Informatika, AMIK Jakarta, 2019, him. 188.

8 Oktafalia Marisa, “Persepsi Kemudahan Penggunaan, efektivitas, Dan Risiko

Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology, Jurnal
Administrasi Kantor, Edisi Vol. 8 No. 2, Manajemen Universitas Bunda Mulia, 2020, hlm. 143.

40


https://www.sage.com/en-us/blog/glossary/what-is-auto-renewal/

dimaksud dalam menunjang kehidupan sehari-hari terhadap perpanjangan
otomatis yaitu dalam hal berlangganan suatu barang atau jasa, konsumen dapat
menerima barang atau jasa tanpa harus mengingat kapan habisnya masa
berlangganan atas barang atau jasa yang digunakan maupun tanggal selesainya
masa berlaku barang atau jasa tersebut.®> Selain itu perpanjangan otomatis
tentunya terdapat keuntungan yang dirasakan langsung oleh konsumen seperti
dalam hal pembayaran tagihan tepat waktu atas terpotongnya pulsa secara
otomatis sebagai alat transaksi yang terbayarkan kepada pelaku usaha provider
dalam pembelian kuota internet.® Konsumen juga tidak akan kehabisan kuota
internet, karena apabila kuota internet yang digunakan sudah habis konsumen
dapat langsung memiliki kuota internet yang berkelanjutan dan terjadwal
Penerapan perpanjangan otomatis terhadap kuota internet sudah banyak
disediakan para pelaku usaha provider di Indonesia sebagai penyedia jasa
layanan kuota internet. Para pelaku wusaha provider tersebut terus
mengembangkan kemudahan transaksi untuk konsumen sebagai bentuk
efisiensi. Bentuk efisiensi dari perpanjangan otomatis adalah konsumen tidak
harus memikirkan kapan harus membeli dan membayar kuota internet, karena
dengan metode perpanjangan otomatis pelaku usaha provider akan dengan

sendirinya memotong pulsa milik konsumen untuk diganti dengan kuota

85 Bitsgap, https://bitsgap.com/id/helpdesk/article/9977460122396-Apa-Itu-Perpanjangan-

Otomatis-, diakses pada 20 Januari 2024.

8 Muhammad Daffa Syahdilla Darama, Buce Trias Hanggara, Mochammad Chandra

Saputra, “Analisis Penerimaan Pengguna dalam melakukan Pembayaran Terintegrasi Spotify
dengan DANA menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Termodifikasi”, Jurnal
Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Edisi Vol. 7, No. 8, Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Brawijaya, 2023, hlm. 3623.

87 Ibid, hlm. 3623.
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internet. Pelaku usaha provider yang sudah menerapkan perpanjangan paket
internet tertentu secara otomatis telah dilakukan oleh provider Telkomsel, Tri,
XL, Indosat, Smartfren, dan Axis. Sehingga pulsa sangatlah penting untuk
berlangganan atas paket internet yang berlaku perpanjangan secara otomatis.

Jika dilihat berdasarkan pelaku usaha provider yang ada di negara Malaysia
juga menerapkan sistem perpanjangan otomatis atau yang dapat disebut dengan
“auto renewal”. Penerapan perpanjangan otomatis tersebut diterapkan pada
salah satu produk paket kuota internet pelaku usaha provider celcom by
celcomdigi. Pada provider celcom by celcomdigi, menawarkan beberapa macam
pilihan produk internet salah satunya dalam kategori Celcom Xpax Internet
Passes and Ultra Hour Pass dengan pilihan Unlimited Pass, yang dalam syarat
dan ketentuanya berlaku perpanjangan otomatis atau “auto remewal” baik
mingguan maupun bulanan.3® Praktik pembayaran yang dilakukan oleh
provider celcom by celcomdigi tersebut untuk perpanjangan otomatis dapat
dilakukan ketika setelah isi ulang saldo dompet yang cukup.®

Namun selain keuntungan yang bisa dirasakan oleh konsumen tentunya
perpanjangan otomatis dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan
konsumen. Seperti halnya apabila konsumen hanya menginginkan sekali
penggunaan terhadap produk paket kuota internet provider, kemudian terjadi
pemotongan pulsa, maka kerugian tersebut dapat secara langsung dirasakan

oleh konsumen.

88

Celcom by celcomdigi, https://www.celcom.com.my/legal/terms-and-
conditions/personal#prepaid, diakses pada 29 Januari 2023.
8 Ibid.
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E. Tinjauan Umum Perpanjangan Otomatis Menurut Islam

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan cepat
termasuk di Indonesia, karena dengan adanya teknologi pada dasarnya adalah
untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.”®
Kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dalam melakukan transaksi jual
beli. Seperti contohnya dalam suatu transaksi jual beli paket kuota internet yang
dapat dilakukan secara sistem perpanjangan otomatis. Sistem perpanjangan
otomatis merupakan metode hasil kemajuan teknologi yang ada saat ini, dan
dalam hal ini sudah banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan
transaksi jual beli. Jual beli mengandung konsep penyerahan suatu barang atau
jasa yang memiliki nilai hukum dengan imbalan suatu harga barang atau jasa
tertentu.”!

Perpanjangan otomatis adalah pembayaran elektronik yang dibuat
langsung dengan mengambil dana yang dimiliki oleh konsumen melalui media
sistem aplikasi yang dimiliki pelaku usaha, sesuai dengan jumlah tagihan dan

waktu yang telah ditentukan dan disepakati.”? Metode perpanjangan otomatis

%0 Lisma Yana Siregar, Muhammad Irwan Padli Nasution, “Perkembangan Teknologi
Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online”, Hirarki: Jurnal llmiah Manajemen dan Bisnis,
Edisi Vol. 2 No. 1, Prodi Manajemen Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2020, hlm. 71.

%l Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Ctk.
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, him. 33.

2 Angga Permadi Karpriana, “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Mahasiswa Universitas Tanjungpura Untuk Menggunakan Model Pembayaran Autodebet Dalam
Transaksi Pembayaran SPP”, Jurnal Technobiz, Edisi Vol. 3 No. 1, Akuntansi Universitas
Tanjungpura, 2019, him. 1.
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boleh dilakukan karena adanya kemajuan teknologi yang memberikan
kemudahan selama tidak ada yang dirugikan.”® Seperti firman Allah SWT

dalam QS. Al- Baqarah: 185, yang berbunyi:

Sl A 3 Y 5 Skl AS A Y
Artinya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu.**

Kemudahan perpanjangan otomatis dalam jual beli produk atau jasa, tentu
harus menerapkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha
dengan konsumen. Jual beli dikenal dengan istilah figh dengan sebutan al-bai’
yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang
lain.”> Sedangkan lafal al-bai” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian
lawannya yakni asy-syira atau beli.’® Secara terminologi jual beli adalah
perjanjian yang saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan

barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang).”’” Dalam jual beli Allah

93 Annisa Nur Ramadhani, Muhammad Igbal Fasa, Suharto, “Analis Metode Pembayaran Dalam
Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam”,
Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, Edisi Vol. 15 No. 01, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2022, hIm. 112.

% NU Online, https:/quran.nu.or.id/al-bagarah/185, diakses pada 25 Desember 2023.

%5 Wilopo Cahyono Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, “Prinsip Timbulnya
Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, Jurnal Notarius, Edisi Vol. 13 No. 1,
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, him. 305.

% Ibid, hlm. 305.

97 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, Ctk. Pertama, FEBI UIN-SU Press, Medan,
2018, hlm. 74.
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SWT, telah menghalalkan kegiatan tersebut, seperti firman Allah SWT dalam

QS. Al- Baqarah: 275, yang berbunyi:

sl 253 &l an Jal
Artinya:
“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” *®
Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu’ahadah ittida dapat
dikatan juga sebagai ‘agad atau akad yang dalam arti istilah bahasa yaitu ikatan
atau tali pengikat.”® Akad dalam terminologi ahli bahasa yaitu mencangkup
makna ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah
pihak.'% Namun secara istilah figh akad didefinisikan dengan pertalian ijab
(ungkapan tawaran dari satu pihak yang mengadakan perjanjian) dan gabul
(pernyataan penerimaan perjanjian oleh pihak yang lain) yang sesuai dengan
kehendak syariat yang berpengaruh kepada suatu objek perikatan.!’! Dasar

hukum dilakukannya akad tertuang di firman Allah SWT dalam QS. Al-

Maidah: 1, yang berbunyi:

%8 NU Online, https:/quran.nu.or.id/al-bagarah/275, diakses pada 25 Desember 2023.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh Islam,
Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 15.

100 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op.Cit, hlm. 15.

101 Helma Maraliza, Rahman Adi Sosanto, Edi Mulyono, “Sistem Pemotongan Saldo Pada
Driver Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, At-Tasharruf: Jurnal Kajian
Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Vol. 1 No. 1, UIN Raden Intan Lampung, 2023, hlm. 39.
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Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu
hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia
kehendaki”.1%?

Berdasarkan ayat tersebut maka pihak-pihak yang menunaikan perjanjian,
maka harus menunaikan dan memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah
dibuatnya. Tentunya dalam melakukan perjanjian menurut Islam tentu terdapat
juga rukun dan syarat yang harus dipenuhi, untuk melakukan suatu kesepakatan
perjanjian. Rukun jual beli untuk mencapai kesepakatan terdapat perbedaan
pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun menurut ulama
Hanafiyah hanya satu saja yaitu ijab dan gabul, sedangkan menurut Jumhur
Ulama terdiri dari 4 (empat) rukun yaitu ada orang yang berakad (al-
muta’aqidain atau penjual dan pembeli), ada sighat yang dibeli, ada barang
yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang, Sedangkan syarat-syarat
dalam melakukan perjanjian, yaitu sebagai berikut:!%

1. Syarat terkait orang berakad yaitu harus berakal atau baligh dan orang

yang melakukan akad itu harus berbeda yang artinya seseorang tidak

102 NU Online, https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/1, diakses pada 25 Desember 2023.

103 Zakiyah Nafsah, Ali Arifin, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam
Figih Dan Perbankan Syariah)”, Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Edisi Vol. 9 No. 2, Progranm Studi
Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm. 2075.
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dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus

pembeli. %4

2. Syarat terkait dengan ijab dan qabul yaitu harus terdapat kerelaan kedua
belah pihak terhadap ijab dan qabul yang dilangsungkan, dimana dalam
mengucapkan ijab dan qabul tersebut orangnya harus baligh dan
berakal, qabul sesuai dengan ijab, serta dilakukan dalam suatu majelis
dimana penjual dan pembeli hadir.!%®

3. Syarat terkait barang yang dijual belikan yaitu barang harus ada atau
tidak ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk
mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi
manusia, dan milik seseorang.!%®

4. Syarat terkait nilai tukar yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak
harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan waktu akad, dan apabila jual
beli itu dilakukan dengan menukar barang maka barang yang dijadikan
nilai tukar tidak boleh barang yang haram.!'?’

5. Syarat terkait kekuatan hukum akad jual beli, dalam hal ini kesepakatan
harus mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar
(hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).!%®

Sehingga terhadap rukun dan syarat tersebut, masing-masing para pihak

harus memenuhinya dan harus menyepakati terhadap kesepakatan yang

194 Ibid, him. 2075.
195 Ibid, him. 2075.
196 1bid, him. 2075.
197 Ibid, him. 2075.
198 Ibid, him. 2075.
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diperbuat. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29, yang

berbunyi:

P w 8T

G588 1Y) Sl a&s o800 a1 15K ¥ 1 sial sl (@il

dao
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Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”'"®

Dari ayat tersebut secara jelas menegaskan mengenai larangan dalam
berbuat yang tidak benar dalam suatu kesepakatan atau perjanjian. Para pihak
harus menjalankan hak dan kewajibannya agar setiap hak dan kewajiban sampai
kepada yang berhak mendapatkannya sehingga tidak ada orang yang
mengambil sesuatu yang bukan haknya.'!® Maka terhadap perpanjangan
otomatis yang merupakan kemajuan teknologi saat ini terhadap hubungan
antara pelaku usaha provider dengan konsumen setiap transaksi yang dilakukan
harus mengedepankan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak,
karena kesepakatan dalam hal ini merupakan hal terpenting untuk terpenuhinya

rukun dan syarat dalam akad, untuk dapat dilaksanakannya perpanjangan

otomatis.

109 NU Online, https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29, diakses pada 25 Desember 2023.
19 Helma Maraliza, Op. Cit, him. 36.
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BAB III

ANALISIS PENERAPAN

PASAL 8 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERPANJANGAN OTOMATIS PAKET INTERNET TERTENTU

SECARA SEPIHAK OLEH PROVIDER

. Praktik Penerapan Perpanjangan Otomatis Paket Internet Tertentu
Secara Sepihak Oleh Provider Berdasarkan Hasil Angket.

Perpanjangan otomatis merupakan model penagihan dimana konsumen
terhadap suatu layanan diperpanjang secara otomatis pada periode waktu
tertentu yang sudah ditentukan.'!! Waktu dapat dilaksanakannya perpanjangan
otomatis oleh konsumen yang disepakati mulai dari harian, mingguan, bulanan,
hingga tahunan.!'? Salah satunya dalam perpanjangan otomatis paket internet
tertentu yang disediakan oleh provider merupakan sebuah inovasi baru akibat
pesatnya kemajuan teknologi yang dapat mempermudah konsumen untuk selalu
berlangganan produk kuota internet. Terhadap kemudahan perpanjangan

otomatis paket internet tersebut tentunya dapat menjadi dampak positif karena

1 Sage, Loc. Cit.
112 Sage, Loc. Cit.
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kemudahannya, namun dibalik itu juga dapat menjadi dampak negatif bagi
konsumen.

Dampak negatif yang dapat dialami oleh konsumen yaitu seperti hilangnya
pulsa akibat perpanjangan otomatis paket internet tertentu. Akibat dari kelalaian
konsumen yang tidak memperhatikan masa berlangganan perpanjangan
otomatis kuota internet untuk diberhentikan. Selain itu juga dampak negatif
yang dapat terjadi kepada konsumen terhadap perpanjangan otomatis paket
internet tertentu yaitu apabila perpanjangan otomatis tersebut tidak dapat
diberhentikan. Meskipun konsumen dalam hal ini sudah memberhentikan untuk
perpanjangan otomatis tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan atau janji
yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan.
Sehingga atas hal tersebut konsumen secara langsung terdaftar lagi sebagai
pengguna paket kuota internet tertentu yang terdaftar secara sepihak oleh
provider, seperti halnya hasil angket yang ditemukan oleh penulis dalam
penelitian ini.

Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta
yang terjadi lingkungan masyarakat. Dalam hal kerugian yang dialami sebagai
konsumen akibat dari perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara
sepihak oleh pihak provider. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data
primer dengan menyebarkan angket sebagai pengumpulan data yang diperoleh
secara langsung dari sumber utama yang mengalami permasalahan. Hasil dari
angket yang disebarkan oleh penulis telah terkumpul pengisi angket sebanyak

33 responden. Hasil angket tersebut telah terkumpul data sebagai sampel yang

50



mana menurut Arikunto yaitu sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau
wakil populasi yang diteliti). Sehingga sampel penelitian adalah sebagian dari
populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh
populasi.''® Sedangkan menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.''*

Pada penelitian ini menggunakan angket sebagai cara utama atau pokok
untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Tujuannya untuk mendapatkan
informasi secara langsung dan relevan dengan tujuan survei angket sebagai
media memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi,
dalam standar penelitian penggunaan hasil angket sebanyak 30-50 responden
dan dimana akan lebih baik jika lebih dari 50 responden yang akan
menghasilkan data yang diperoleh lebih tinggi standarnya.!'!>

Sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023,
penulis mendapatkan hasil angket yang telah disebarluaskan dan ditujukan
kepada konsumen pengguna layanan jasa provider Tri (3) dan Indosat sebagai
pengguna paket internet dengan sistem perpanjangan otomatis yang
disebarluaskan melalui media sosial Apalikasi Instagram, Aplikasi X, dan Pesan
Grup Chat, sehingga telah terkumpul data yang didapatkan oleh penulis dan
kemudian didapatkan fakta-fakta yang dialami responden sebagai konsumen

yaitu dengan rincian sebagai berikut:

113 Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, Ctk. Pertama, Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 112.

14 Ihid, him. 112.

115 Masri Singarimbun, dan Sofian efendi, Metode Penelitian Survei, Ctk. Pertama, LP3ES,
Jakarta, 1989, him. 130.
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1.

19 (sembilan belas) responden sebagai konsumen pengguna provider Tri

(3) yang mengalami perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang

dilakukan secara sepihak oleh provider sehingga terpotongnya pulsa.

14 (empat belas) responden sebagai konsumen pengguna provider

Indosat, yang mengalami perpanjangan otomatis paket internet tertentu

yang dilakukan secara sepihak oleh provider sehingga terpotongnya

pulsa.

Berdasarkan pemaparan hasil angket tersebut, untuk detail dapat dilihat

berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 03. Hasil Angket Konsumen Yang Mengalami Kerugian

Akibat Terdaftar Otomatis Paket Internet Tertentu

Terhadap Provider Tri (3) Dan Indosat

Provider Tri (3)
Produk Paket Internet Yang | Keinginan Untuk
No Nama Didaftarkan Secara Perpanjangan
Sepihak Otomatis?

1. | Ilham Wildhana Paket Internet Bulanan Tidak

2. |RifkiY Paket Internet Combo Tidak

3. | Putri Aziz A Paket Aplikasi Tidak

4. | Arya Saputra Paket Internet Mingguan Tidak

5. | Latifatunnisa Paket Internet Murah Tidak

6. | Ibnu Septa N Paket Internet 5SGB Tidak

7. | Alisya Nadia R Paket Internet Harian Tidak

8. | Febrina Amelia Paket Internet Ramadaily Tidak

9. | Faris AIM Paket Internet 2GB Tidak

10. | Eva Ulina S Paket Internet Happy 6GB Tidak

I1. | Rara Paket Internet Harian 2GB Tidak

12. | Aulia Meilani Paket Internet Happy 3GB Tidak

13. | Ayu Paket Intel;nle(t} I];Iappy 3GB Tidak
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Paket Internet Pasti Murah
14. | A Tidak
yub 3.5GB ida
15. | Ratna Paket Internet Harian 2.5GB Tidak
16. | Sarah Paket Internet Harian 2.5GB Tidak
17. | Agus Paket Internet Harian 2.5GB Tidak
. Paket Internet Harian 200MB )
18. | Meydina 4 10 Menit + 10 SMS Tidak
19. | Amel Paket Internet Unlimited Chat Tidak
Provider Indosat
Produk Paket Internet Yang | Keinginan Untuk
No Nama Didaftarkan Secara Perpanjangan
Sepihak Otomatis?
1. | Sevan Arsana Paket Internet Freedom U Tidak
2. | Angkasa Paket Internet Super Hemat Tidak
3. | Reva Paket Internet Bulanan Tidak
4. | Desti Paket Internet Mingguan Tidak
5. | Angga Dwi Paket Internet M3 Tidak
6. | Ziah Paket Internet Yellow Tidak
7. | Lazan Paket Internet M3 Tidak
8. | Fairuz Fidela Paket Internet Freedom Tidak
Bundling
9. | Hafid Iman S Paket Freedom Internet Tidak
. Paket Freedom Internet 5.5 )
10. | Ziah GB/30 Hari Tidak
Paket Freedom Internet )
11. | Ozan 12GB/30 Hari Tidak
. Paket Freedom Internet )
12. | Bila 2 SGB/SHari Tidak
13. | Hafid Sentosa Paket Internet Unlimited Tidak
14. | Devi R Paket Freedom Internet Tidak

Terhadap hasil angket yang diperoleh konsumen dirugikan meskipun sudah
mencoba memberhentikan perpanjangan otomatis paket kuota internet sesuai
dengan prosedur janji yang dinyatakan dalam etiket keterangan yang termuat

dalam syarat dan ketentuan produk serta terhadap perpanjangan otomatis
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tersebut konsumen tidak menginginkan adanya perpanjangan tersebut.
Sehingga penulis mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan
dikaji yaitu data responden sebagai konsumen mengalami ketidaksesuaian
seperti apa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji
dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut”.!!® Ketentuan pada pasal tersebut memberikan
kewajiban kepada pelaku usaha mengenai barang atau jasanya yang di produksi
atau diperdagangkan agar memenubhi janji yang dinyatakan dalam label, etiket
keterangan, dan iklan atau promosi penjualan.

Berdasarkan hasil data angket tersebut responden selaku konsumen
mengalami kerugian akibat perpanjangan otomatis yang dilakukan secara
sepihak oleh pelaku usaha provider. Perpanjangan otomatis yang merugikan
konsumen tersebut diakibatkan karena konsumen tidak dapat menjalankan
dengan semestinya tata cara yang termuat dalam syarat dan ketentuan sebagai
bagian dari etiket keterangan untuk memberhentikan paket internet. Sehingga
ketentuan yang ada pada Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
oleh pelaku usaha provider tersebut belum menerapkan ketentuan yang termuat
dalam pasal tersebut mengenai etiket keterangan. Hal ini dikarenakan syarat dan

ketentuan yang memuat tata cara penghentian produk tersebut tidak sesuai janji

116 Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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dinyatakan dalam etiket keterangan yang seharusnya dapat dijalankan oleh
konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut tentunya pada awalnya
terjadi karena adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.
Pelaku usaha yang dimaksud yaitu pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat
sebagai penyedia dan penjual layanan jasa paket internet dengan konsumen
sebagai pembeli sekaligus pengguna atas jasa yang disediakan oleh pelaku
usaha provider Tri (3) dan Indosat. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku
usaha provider Tri (3) dan Indosat dengan konsumen didasarkan pada jual beli
yang kemudian pelaku usaha tersebut akan tunduk pada hukum UU
Perlindungan Konsumen, karena dalam hal ini pelaku usaha provider Tri (3)
dan Indosat menyandang sebagai pelaku usaha yang menjual layanan jasa

penyedia paket internet tertentu kepada konsumen.

. Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Pada Perpanjangan Otomatis Paket
Internet Tertentu Secara Sepihak Oleh Provider.

Penerapan merupakan suatu perbuatan dalam mengimplementasikan atau
mempraktikkan suatu teori, metode, dan lain halnya untuk mencapai suatu
tujuan tertentu dalam kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau
golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Guntur Setiawan
implementasi adalah kegiatan perluasan dari aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan serta memerlukan
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jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.!!” Sedangkan menurut Nurdin Usman
implementasi adalah bermuara pada suatu aktivitas atau aksi atau tindakan
dengan adanya mekanisme dalam suatu sistem, sehingga implementasi bukan
sekedar aktivitas tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan.!!8

Secara konteks penerapan hukum dimana hukum bukan merupakan suatu
karya seni yang keberadaannya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang
mengamatinya saja.!'® Hukum diciptakan untuk dijalankan, karena apabila
hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi
hukum.!?* Menurut Jimly Asshiddigie mengemukakan pengertian penegakan
hukum adalah proses yang dilakukannya terdapat upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.'?!

Terhadap pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksaan dan

penegakan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan dan

ditegakkan dalam mencapai tujuan hukum.!??

7 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta,
2004, hlm. 39.

118 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002,
hlm. 70.

119 Qatipjo Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, him. 69.

120 1hid, hlm. 69.

121 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum
Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi Vol. 13 No. 1, Universitas
Dharmawangsa, 2019.

122 Aaron Alelxander, “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”,
1JOLARES: Indonesian Jurnal of Law Research, Edisi Vol. 1 No. 1, Universitas Cenderawasih,
2023, hlm. 12.
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Seperti penjelasan Gustav Radbruch yang menjabarkan 3 (tiga) unsur yang
harus diperhatikan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan, dimana terhadap ketiganya harus diselaraskan dalam
pembentukan hukum agar tercapainya cita-cita hukum.!?* Terhadap banyaknya
hubungan masyarakat yang beraneka ragam memerlukan peraturan yang dapat
menjamin keseimbangan terhadap lingkungan masyarakat agar tidak terjadi
kekacauan.!?* Seperti halnya dalam hubungan yang terjadi di masyarakat dalam
perilaku jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Terlibatnya aktivitas
hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, negara sebagai lembaga
pemerintah perlu hadir untuk menjadi penegah dalam pembuat regulasi, dan
mengatur hubungan antara para pihak.'?®

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam UU Perlindungan
Konsumen, sebagai peraturan yang dibuat negara sebagai lembaga pemerintah,
yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hubungan antara
pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan satu sama lain selama hak dan kewajiban dari masing-masing
pihak diterapkan dan ditegakkan dengan semestinya. Maka dengan penerapan
masing-masing hak dan kewajiban tersebut akan tercapai tujuan dan cita-cita
hukum dari UU Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang dibuat oleh

lembaga pemerintah.

123 Diya Ul Akmal, “Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam
Konstruksi Legislasi Nasional”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum
Universitas Suryakancana, 2021, hlm. 19.

124 C.S.T. Kansil, Pengantar limu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Ctk. Ketujuh, Balai
Pustaka, Jakarta, 1986, him. 40.

125 Nurul Fibrianti, Op. Cit, hlm. 98.
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UU Perlindungan Konsumen pada hakikatnya untuk menjamin dan menjaga
keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat
memberikan perlindungan hukum.!?¢ Penyelenggaran perlindungan konsumen
adalah mekanisme serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus
dalam rangka menciptakan kondisi yang tertata, sehingga mampu memberikan
kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.'?’ Selain itu perlunya
perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada posisi konsumen
yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha baik secara ekonomi, tingkat
pendidikan atau kemampuan, dan daya bersaing maupun dalam posisi tawar
menawar.!?8 Perlindungan konsumen adalah seluruh atau keseluruhan peraturan
hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku
usaha dalam memenuhi kewajiban para pihak antara konsumen dengan pelaku
usaha dalam upaya memastikan penerapan perlindungan hukum atas
kepentingan konsumen. !

Terciptanya pengaturan hukum perlindungan konsumen telah diatur dengan
semestinya pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.!3? Kepastian hukum

126 Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”,
Jurnal Binamulia Hukum, Edisi Vol. 12 No. 1, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2023, him. 181.

127 Nurul Fibrianti, Loc. Cit, hlm. 98.
128 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, him. 22.
129 Regina Arabela, Umar Haris Sanjaya, “Legal Protection of Consumer Data on E-

Commerce Platforms with Cash on Delivery (COD) Systems”, Journal International Conference on
Advance & Scientific Innovation (ICASI), KnE Social Sciences, 2023, hlm. 726.

130 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.
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tersebut dapat memberikan perlindungan kepada konsumen berupa
perlindungan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha yang diperkuat melalui
undang-undang khusus, dengan memberikan harapan agar pelaku usaha tidak
bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan hak konsumen tanpa
memperhatikan kewajiban pelaku usaha itu sendiri.!3!

Seperti halnya dalam masa kini arus globalisasi dalam perdagangan
mengalami kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi telah memperluas
ruang lingkup transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih
beraneka ragam.!3? Selain itu, kemajuan tersebut telah memberikan dan
menghadirkan banyaknya fasilitas telekomunikasi dan pesatnya kemajuan
produk teknologi informasi yang mampu mempermudah segala kegiatan sehari-
hari.!** Maka dengan demikian pelaku usaha tentu tidak akan mengabaikan
perkembangan teknologi ini, karena pelaku usaha dapat memperdagangkan dan
menawarkan produk atas barang atau jasa yang dimilikinya demi mencapai
target penjualan serta mengikuti kemajuan.

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi tersebut yang memberikan
kemudahan tentu menjadikan penerapan hukum sangatlah penting agar
terciptanya suatu sistem timbal balik yang seimbang sesuai tujuan dan cita-cita

hukum antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen. Seperti

31 Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari,

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan”, dalam Prosiding Seminar
Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, Edisi Vol. 3 No. 1, Universitas Duta Bangsa
Surakarta, 2023, hlm. 495.

132 Abdurrahman Mazli, “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Indonesia Di Era E-Commerce”, Jurnal Lex Renaissance, Edisi Vol. 2 No 2, Magister Hukum
Universitas Islam Indonesia, 2021, him. 299.

133 Ibid, him. 299.
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halnya dalam perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha terkait ketentuan
Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.!34

Terhadap ketentuan pasal tersebut maka pelaku usaha dilarang untuk
memperdagangkan barang atau jasanya yang tidak semestinya atau tidak sesuai
dengan apa yang sudah dijanjikan dalam label atau etiket keterangan, atau iklan
atau promosi penjualan. Terhadap ketentuan tersebut pelaku usaha diwajibkan
untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan baik barang dan/atau jasanya
sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam janji yang tertera dalam label, etiket
keterangan, dan iklan atau promosi penjualan.

Namun faktanya ketentuan yang sudah dibuat berdasarkan peraturan
perundang-undangan tersebut belum diterapkan secara semestinya oleh pelaku
usaha dalam memenuhi hak yang dimiliki konsumen dan kewajiban pelaku
usaha itu sendiri. Keinginan konsumen untuk mendapatkan haknya tidak akan
tercapai, karena faktanya konsumen justru mendapatkan kerugian baik secara
materiil maupun immateriil sebagai pengguna barang atau jasa pelaku usaha.
Seperti fakta di lapangan dalam lingkungan masyarakat yang ditemukan oleh

penulis terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan dengan semestinya

134 Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat mengenai
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan membahas mengenai penerapan
Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen oleh pelaku usaha provider
Tri (3) dan Indosat terhadap perpanjangan otomatis paket internet tertentu
secara sepihak oleh provider akibat tidak dapat diberhentikannya paket kuota
internet. Berdasarkan hasil riset yang diperoleh menggunakan angket oleh
penulis sebanyak 33 responden dan terklasifikasikan 19 (sembilan belas)
responden sebagai konsumen pengguna provider Tri dan 14 (empat belas)
responden sebagai konsumen pengguna provider Indosat, ditemukan fakta
bahwa konsumen-konsumen tersebut mengalami kerugian terpotongnya pulsa
akibat berlakunya perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang dilakukan
secara sepihak oleh provider.

Perpanjangan otomatis tersebut diakibatkan karena konsumen tidak dapat
memberhentikan perpanjangan otomatis paket internet sesuai dengan tata cara
janji yang dinyatakan dalam etiket keterangan yang termuat dalam syarat dan
ketentuan produk. Perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang dilakukan
secara sepihak oleh provider tersebut dialami oleh konsumen didasarkan bahwa
pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat dalam syarat dan ketentuan yang
termuat mengenai tata cara menghentikan perpanjangan otomatis tersebut tidak
dapat dilakukan oleh konsumen dengan semestinya sesuai dengan syarat dan
ketentuan. Sehingga yang termuat dan dinyatakan dalam etiket keterangan

produk tersebut tidak sesuai dengan janji. Karena semestinya produk paket
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kuota internet dengan perpanjangan otomatis yang dibeli oleh konsumen
tersebut dapat diberhentikan oleh konsumen kapan saja berdasarkan syarat dan
ketentuan yang dicantumkan dalam produknya sesuai dengan janji yang
dinyatakan etiket keterangan.

Berdasarkan wawancara dengan Dwi Priyono, selaku Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen D.I.Yogyakarta, mengenai etiket keterangan
menjelaskan bahwa:

“Etiket keterangan bukan hanya apa saja yang tertulis namun apa juga yang

tersampaikan, baik konvensional melalui marketing yang mejajakan atau

menyampaikan informasi. Apapun informasi itu mengikat para pihak,
sepanjang diberikan dengan jelas dan dipahami oleh para pihak, dan tidak
boleh ada informasi yang disembunyikan”.!3

Sehingga jika dilihat berdasarkan provider Tri (3) dan Indosat sudah
memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan yang dimaksud dan
tercantumkan dalam masing-masing produk paket kuota internet. Syarat dan
ketentuan terhadap masing-masing produk provider tersebut dapat dilihat
melalui website maupun aplikasi yang telah disediakan oleh pihak provider.
Untuk provider Tri (3) dapat diakses di website melalui [link berikut

(https://tri.co.id) atau melalui aplikasi bima+ (https://bima.tri.co.id/home),

sedangkan untuk provider Indosat dapat diakses di website melalui link berikut

135 Wawancara dengan Dwi Priyono, selaku Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen D.I.Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 Februari 2024.
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(https://indosatooredoo.com/portal/id/indexpersonal) atau melalui aplikasi

myIM3.

Dalam penelitian ini penulis hanya mencantumkan syarat dan ketentuan
produk paket internet dengan pemberlakuan perpanjangan otomatis serta syarat
dan ketentuan mengenai tata cara berhenti berlangganan produk paket internet
dengan perpanjangan otomatis yang tertera dalam produk sebagai etiket
keterangan pada provider Tri (3) dan Indosat.

Maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel 04. Rincian Produk, Tata Cara Syarat Dan Ketentuan
Paket Kuota Internet Perpanjangan Otomatis

Provider Tri (3) Dan Indosat

Provider Tri (3)
No Produk Paket Tata Cara Berhenti
Kuota Internet Perpanjangan Otomatis

1. | Kategori Unlimited | Jenis produk Unlimited Sosial Media, Games dan
Internetan: 3 streaming  berlaku  pembaruan otomatis. Cara
berhentinya adalah mengirimkan SMS ke 234 dengan
Unlimited Chatting: | format:!3’

WA + Line
Keyword Unlimited Chatting:
Unlimited Social | WA + Line = STOP CHAT

Media:

a. IG Keyword Unlimited Social Media:
b. Facebook IG=STOP IG

c. Tiktok Facebook = STOP FB

d. Twitter Tiktok = STOP TIKTOK

Twitter = STOP TWITTER
Unlimited Games:
a. MLBB Keyword Unlimited Games:

136 Tri Indonesia, “Unlimited Internetan 24 Jam, Mulai Dari 1.000”,
https://tri.co.id/unlimited-internetan, diakses pada 23 Januari 2024.
137 Ibid.
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ope o

a.

b
C.
d

PUBG
FreeFire
AOV
COD

Unlimited
Streaming:

Youtube

. Netflix

Viu

. Klikfilm

MLBB = STOP MLBB
PUBG = STOP PUBG
FreeFire = STOP FF
AOV =STOP AOV
COD = STOP COD

Keyword Unlimited Streaming:
Youtube = STOP YT

Netflix = STOP NETFLIX

Viu = STOP VIU

Klikfilm = STOP KF

SERmo e o

ac oe

S ER e A o

Kategori Happy:!38

Happy Harian:

Happy 2 GB
Happy 2.5 GB
Happy 5 GB
Happy 3 GB
Happy 3 GB
Happy 5 GB
Happy 3.5 GB
Happy 9 GB

Happy Mingguan:

Happy 1.5 GB
Happy 5 GB
Happy 9 GB
Happy 10 GB

Happy Bulanan:

Happy 3.5 GB
Happy 7 GB
Happy 13 GB
Happy 14 GB
Happy 30 GB
Happy 42 GB
Happy 50 GB
Happy 100 GB
Happy 130 GB

Pelanggan dapat berhenti berlangganan Produk dengan
mengirimkan SMS ke 234 sesuai format berikut: !

Keyword Happy Harian:
STOP HARIAN

Keyword Happy Mingguan
STOP MINGGUAN

Keyword Happy Bulanan
STOP BULANAN

138 Tri Indonesia, “Paket Happy”, https://tri.co.id/Happy, diakses pada 23 Januari 2024.

139 Ibid.
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3. | Kategori Kombo:!* | Pelanggan dapat berhenti berlangganan Produk dengan
mengirimkan SMS ke 234 sesuai format berikut:!4!
a. Kombo Nelpon
AddOn 5 Gb a. Kombo Nelpon AddOn 5 Gb
b. Kombo Nelpon Keyword Berhenti perpanjangan otomatis: STOP
AddOn 6 GB AUS5GB kirim ke 234
c. Kombo Nelpon
Internet Kombo | b. Kombo Nelpon AddOn 6 GB
Spesial 2 GB Keyword Berhenti perpanjangan otomatis: STOP
d. Kombo Nelpon 6GB3D kirim ke 234
Internet Kombo
Spesial 3 GB c. Kombo Nelpon Internet Kombo Spesial 2 GB
e. Kombo Nelpon Keyword Stop Perpanjangan: SMS ketik STOP
Internet  Kuota (spasi) INTERNET ke 234
Kombo 4G 34
GB d. Kombo Nelpon Internet Kombo Spesial 3 GB
f. Kombo Nelpon Keyword Stop Perpanjangan: SMS ketik STOP
Internet  Kuota (spasi) INTERNET ke 234
Kombo 4G 38
GB e. Kombo Nelpon Internet Kuota Kombo 4G 34 GB
Keyword Stop Perpanjangan: SMS ketik STOP
(spasi) LTE ke 234
f. Kombo Nelpon Internet Kuota Kombo 4G 38 GB
Keyword Stop Perpanjangan: SMS ketik STOP
(spasi) LTE ke 234
Provider Indosat
No Produk Paket Syarat dan Ketentuan
Kuota Internet
1. | Kategori  Freedom | Syarat dan Ketentuan Umum:!43
Internet:!4? Untuk berhenti menggunakan Paket Freedom Internet,
Pelanggan dapat mengirimkan SMS dengan mengetik
Harian: UNREG ke 363 atau tekan *123# dan pilih Internet,
a. Freedom Internet | kemudian pilih status & info dan pilih berhenti
1GB/2 Hari berlangganan.

b. Freedom Internet
1.5GB/3 Hari

Indosat Ooredoo Hutchison telah menginformasikan
melalui SMS notifikasi reminder perpanjangan paket

140 Tri Indonesia, “Kombo”, https://bima.tri.co.id/data, diakses pada 23 Januari 2024.
141 Ibid.

142

Indosat

Ooredoo
https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedominternet, diakses pada 23 Januari 2024.

Hutchison, “Freedom Internet”,

3 Ibid.
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c. Freedom Internet | Freedom Internet pada H-1, sebelum pelanggan
2.5GB/5 Hari melakukan perpanjangan paket
d. Freedom Internet
5GB/5 Hari Syarat dan Ketentuan Harian:!4*
e. Freedom Internet | Perpanjangan layanan Paket Freedom Internet berlaku
7GB/7 Hari secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
f. Freedom Internet | - Layanan akan diperpanjang otomatis selama pulsa
15GB/5 Hari milik Pelanggan mencukupi.
- Perpanjangan otomatis akan menghanguskan sisa
Bulanan: Kuota Utama.
a. Freedom Internet | - Kuota Utama hanya bisa di gunakan di wilayah
3GB/30 Hari ketika sukses perpanjangan paket.
b. Freedom Internet
12GB/30 Hari Syarat dan Ketentuan Freedom Internetan 30 Hari:!4
c. Freedom Internet | Perpanjangan layanan Paket Freedom Internet berlaku
24GB/30 Hari secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
d. Freedom Internet | - Layanan akan diperpanjang otomatis dengan kuota
35GB/30 Hari baru selama pulsa milik Pelanggan mencukupi.
e. Freedom Internet | - Perpanjangan otomatis akan menghanguskan sisa
50GB/30 Hari Kuota Utama.
f. Freedom Internet
70GB/30 Hari Syarat dan Ketentuan Paket Freedom Internet Long
g. Freedom Internet | Validy:!4®
100GB/30 Hari | - Paket Freedom Internet Long Validity 90 hari
h. Freedom Internet memiliki masa aktif 90 hari. Setelah masa aktif
150GB/30 Hari berakhir, paket akan diperpanjang dengan paket
yang sama 90 hari (selama pulsa mencukupi).
Masa Aktif Panjang: | - Paket Freedom Internet Long Validity 90 hari
a. Freedom Internet memiliki masa aktif 180 hari. Setelah masa aktif
100GB/90 Hari berakhir, paket akan diperpanjang dengan paket
b. Freedom Internet yang sama 180 hari (selama pulsa mencukupi).
200GB/180 Hari | - Paket Freedom Internet Long Validity 360 hari
c. Freedom Internet memiliki masa aktif 360 hari. Setelah masa aktif
400GB/360 Hari berakhir, paket akan diperpanjang dengan paket
yang sama 360 hari (selama pulsa mencukupi).
Kartu Perdana:
a. Kartu Perdana
Freedom Internet
3GB/ 30 Hari
b. Kartu  Perdana
Freedom Internet
6GB/ 30 Hari
144 Ibid.
145 Ibid.
146 Ibid.
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c. Kartu Perdana
Freedom Internet
9GB/ 30 Hari

d. Kartu Perdana
Freedom Internet

a. Freedom U
5.5GB/30 Hari
b. Freedom U
10GB/30 Hari
c. Freedom U
20GB/30 Hari -
U
U
U

d. Freedom

35GB/30 Hari
e. Freedom

45GB/30 Hari -
f. Freedom

Jumbo/30 Hari

20GB/ 30 Hari
2. | Kategori  Freedom | Syarat dan Ketentuan Umum: !4
U:14 Untuk berhenti menggunakan Paket Layanan Freedom
U, Pelanggan dapat melakukan SMS dengan ketik

UNREG ke 363 atau ketik *123# pilih Internet,
kemudian pilih status & info dan pilih berhenti
berlangganan.

Syarat dan Ketentuan Freedom U:'%°

Indosat Ooredoo Hutchison telah

menginformasikan  melalui SMS  notifikasi

reminder perpanjangan paket Freedom U pada H-1,

sebelum pelanggan melakukan perpanjangan paket.

Perpanjangan Paket Layanan Freedom U berlaku

secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paket Layanan Freedom U akan di perpanjang
otomatis selama pulsa milik Pelanggan
mencukupi.

b. Perpanjangan otomatis Paket Layanan Freedom
U tersebut akan mengakumulasi sisa Kuota
Utama yang masih tersedia menjadi Kuota Data
Rollover dengan ketentuan maksimal akumulasi
Kuota Rollover adalah 5GB dengan masa
berlaku 6 bulan.

c. Dalam hal pulsa prabayar milik Pelanggan tidak
mencukupi untuk melakukan perpanjangan
maka Paket Layanan Freedom U tidak dapat
diperpanjang dan Pelanggan selanjutnya akan
dikenakan tarif dasar untuk penggunaan
internet, telepon dan SMS.

d. Dalam hal Pelanggan gagal melakukan
perpanjangan Paket Layanan Freedom U maka
Kuota Data Rollover akan hilang dan tidak
dapat digunakan.

147 Indosat Ooredoo

Hutchison, “Freedom U,

https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomu, diakses pada 23 Januari 2024.

148 Ibid.
49 Ibid.
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3. | Kategori  Freedom

Apps:'3

1 Hari:

a. Freedom Apps
Tiktok 2GB/Hari

b. Freedom Apps
Youtube
2GB/Hari

c. Freedom Apps
IG & FB
2GB/Hari

3 Hari:

a. Freedom Apps
Youtube 3GB/3
Hari

b. Freedom Apps
IG & FB 3GB/3
Hari

c. Freedom Apps
Tiktok  3GB/3
Hari

7 Hari:

a. Freedom Apps
FUN 3GB/7 Hari

b. Freedom Apps
Games  3GB/7
Hari

c. Freedom Apps
EDU 3GB/7 Hari

d. Freedom Apps
IG & FB 5GB/7
Hari

e. Freedom Apps
Youtube 5GB/7
Hari

f. Freedom Apps
Tiktok  5GB/7
Hari

Syarat dan Ketentuan Umum:!>!

Untuk berhenti menggunakan Paket Khusus Aplikasi,
Pelanggan dapat mengirimkan SMS dengan mengetik
UNREG ke 363 atau tekan *123# dan pilih Internet,
kemudian pilih status & info dan pilih berhenti
berlangganan.

Syarat dan Ketentuan Freedom Apps:!?

Perpanjangan layanan Paket Khusus Aplikasi berlaku

secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Layanan akan diperpanjang otomatis selama pulsa
milik Pelanggan mencukupi.

b. Perpanjangan otomatis akan menghanguskan sisa
Kuota Utama.

150

Indosat Ooredoo Hutchison, “Freedom Apps”,
https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomapps, diakses pada 23 Januari 2024.

151 Ibid.
152 Ibid.
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30 Hari:

a. Freedom Apps
FUN  30GB/30
Hari

b. Freedom Apps
Game 30GB/30
Hari

c. Freedom Apps
EDU 30GB/30
Hari

Hari
b. Freedom Combo

Hari -
c. Freedom Combo
20GB & Nelp/30
Hari
d. Freedom Combo
30GB & Nelp/30 | -
Hari

4. | Kategori  Freedom | Syarat dan Ketentuan Umum:!>*

Combo:!3 Untuk berhenti menggunakan Layanan Internet,

Pelanggan dapat melakukan SMS dengan ketik

a. Freedom Combo | UNREG ke 363 atau ketik *123# kemudian pilih info
6GB & Nelp/30 | dan pilih berhenti berlangganan.

10GB & Nelp/30 | Syarat dan Ketentuan Layanan Internet:!>?

Indosat Ooredoo Hutchison telah

menginformasikan  melalui SMS  notifikasi

reminder perpanjangan paket Freedom Combo pada

H-1, sebelum pelanggan melakukan perpanjangan

paket.

Perpanjangan Layanan Freedom Combo berlaku

perpanjangan secara otomatis dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Bagi Pelanggan yang menggunakan layanan
prabayar IM3, Layanan Freedom Combo akan
diperpanjang otomatis ke Freedom Internet
yang sesuai selama pulsa milik Pelanggan
mencukupi.

b. Perpanjangan otomatis Layanan Freedom
Combo tersebut akan menghapus sisa Kuota
selain Kuota Utama yang masih tersedia.

c. Perpanjangan Layanan Freedom Combo berlaku
secara otomatis ke paket Freedom Internet yang
sesuai, namun untuk layanan prabayar dalam hal
pulsa milik Pelanggan tidak mencukupi untuk
melakukan perpanjangan maka Layanan
Internet tidak dapat diperpanjang dan Pelanggan

153 Indosat Ooredoo

Hutchison, “Freedom Combo”,

https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomcombo, diakses pada 23 Januari 2024.

154 Ibid.
155 Ibid.
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selanjutnya akan dikenakan tarif dasar untuk
penggunaan internet.

. Dalam hal perpanjangan Layanan Freedom
Combo bulanan berhasil dilakukan dan masih
terdapat sisa Kuota Utama, maka sisa Kuota
Utama tersebut akan terakumulasi dan
dimasukkan ke dalam Kuota Data Rollover.
(Khusus Paket Internet bulanan) dengan
ketentuan maksimal akumulasi Kuota Rollover
adalah 5GB dengan masa berlaku 6 bulan.
Dalam hal Pelanggan gagal melakukan
perpanjangan Layanan Freedom Combo
Bulanan maka Kuota Data Rollover akan hilang

dan tidak dapat digunakan.

Terhadap tabel tersebut syarat dan ketentuan yang termuat, baik janji
dinyatakan etiket keterangan produk memang sudah dicantumkan oleh masing-
masing pelaku usaha provider sebagai kewajiban pelaku usaha dalam
menyampaikan informasi dan sebagai hak konsumen untuk mendapatkan
informasi mengenai produk paket kuota internet yang diperdagangkan. Setiap
produk paket kuota internet yang ada dalam tabel tersebut juga tercantum
keterangan bahwa paket kuota internet yang dibeli konsumen akan berlaku
perpanjangan otomatis, dan terhadap produk tersebut sudah tertera bagaimana
tata cara untuk berhenti perpanjangan otomatis dengan berbagai cara di masing-
masing produk. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat
berdasarkan hasil angket yang diperoleh penulis, ditemukan 33 (tiga puluh tiga)
responden sebagai konsumen pengguna provider Tri (3) dan Indosat bahwa
terhadap syarat dan ketentuan dimana memuat tata cara penghentian paket
internet yang tercantum dalam etiket keterangan tersebut tidak sesuai dengan

janji yang dinyatakan.
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Konsumen terhadap hal tersebut dirugikan akibat tata cara untuk
menghentikan paket internet atas berlakunya perpanjangan otomatis tidak dapat
diberhentikan  oleh  konsumen dengan semestinya. Tidak dapat
diberhentikannya paket internet tertentu tersebut membuat pulsa yang dimiliki
konsumen terpotong karena untuk pembayaran perpanjangan paket internet.
Sehingga dalam hal ini dapat simpulkan bahwa antara syarat dan ketentuan
yang tertera dalam produk sebagai etiket keterangan penjualan tersebut pelaku
usaha tidak menerapkan penerapan hukum terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam syarat dan

ketentuan sebagai unsur dari etiket keterangan.

C. Pelanggaran Hukum Dalam Perpanjangan Otomatis Paket Internet
Tertentu Secara Sepihak Oleh Provider.

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu “overtredingen” atau
pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan
dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.!>®
Sedangkan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto
yaitu peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu

dengan hukuman tertentu.!>” Maka terhadap penjelasan tersebut dapat diambil

156 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.
33.

157 Mokhammad Najih, dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata
Hukum dan Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 10.
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kesimpulan bahwa pelanggaran hukum yaitu perbuatan atau tindakan yang
bertentangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pelanggaran hukum, penulis dalam sub bab ini akan
membahas terkait fakta yang terjadi terhadap konsumen yang mengalami
perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang tidak dapat diberhentikan
oleh konsumen sesuai dengan tata cara yang termuat dalam syarat dan ketentuan
yang kemudian secara tidak langsung provider secara sepihak melakukan
perpanjangan otomatis sehingga merugikan konsumen. Perpanjangan otomatis
merupakan mekanisme jual beli penagihan pembayaran terhadap produk paket
kuota internet yang disediakan oleh pelaku usaha kepada konsumen untuk
selalu berlangganan produk yang dipilihnya sesuai periode tertentu yang
disepakati ketika awal transaksi pembelian produk oleh konsumen. Waktu
dalam perpanjangan otomatis berlaku harian, mingguan, bulanan, bahkan
hingga tahunan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Perpanjangan otomatis terhadap produk, tertera pada syarat dan ketentuan
sebagai etiket keterangan penjualan masing-masing provider. Produk yang
diperdagangkan oleh pelaku usaha provider atas berlakunya perpanjangan
otomatis, secara tidak langsung pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa
syarat dan ketentuan sebagai etiket keterangan penjualan dapat dilakukan
dengan semestinya oleh konsumen seperti halnya yang diatur dalam Pasal 8
ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen. Tetapi berdasarkan fakta yang
ditemukan dilapangan atau masyarakat berdasarkan hasil angket yang

didapatkan oleh penulis syarat dan ketentuan sebagai etiket keterangan produk
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penjualan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik atau dalam hal ini
konsumen tidak dapat menjalankan dengan semestinya.

Seperti hasil angket yang telah didapatkan oleh penulis yang mana terdapat
33 (tiga puluh tiga) responden sebagai konsumen terhadap provider Tri (3) dan
Indosat yang mengalami perpanjangan otomatis paket kuota internet tertentu
secara sepihak oleh provider. Meskipun konsumen dalam pembelian paket
kuota internet tersebut sudah melakukan tata cara penghentian paket internet
perpanjangan otomatis yang termuat dalam syarat dan ketentuan sebagai etiket
keterangan agar tidak terjadi perpanjangan otomatis. Terhadap 33 (tiga puluh
tiga) responden yang telah terklasifikasi 19 (sembilan belas) responden sebagai
konsumen pengguna provider Tri (3) dan 14 (empat belas) responden sebagai
konsumen pengguna provider Indosat yang mengalami perpanjangan otomatis
paket internet tertentu secara sepihak sehingga membuat terpotongnya pulsa
dan terhadap perpanjangan otomatis tersebut konsumen tidak menginginkan
adanya perpanjangan tersebut.

Pada hal tersebut tentu antara pelaku usaha provider dengan konsumen pasti
sudah terjadi hubungan hukum atas jual beli yang dilakukan pada saat awal
pembelian. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan
konsumen tersebut mengikatkan sebuah hak dan kewajiban yang melekat pada
masing-masing pihak dan sudah diatur berdasarkan UU Perlindungan
Konsumen. Melekatnya hak dan kewajiban tersebut tentu harus dilaksanakan

oleh para pihak, sehingga pelaku usaha provider dengan konsumen dapat
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tercapai antara hak dan kewajibannya sesuai dengan UU Perlindungan
Konsumen.

Dilihat berdasarkan hasil angket yang didapatkan oleh penulis dapat
disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha
provider Tri (3) dan provider Indosat karena telah menimbulkan kerugian
terhadap konsumen akibat memakai produk paket internet. Kerugian yang
ditimbulkan tersebut diakibatkan karena syarat dan ketentuan yang ada pada
etiket keterangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen yaitu terkait janji yang tertera dalam etiket keterangan
tidak dapat dilaksanakan oleh konsumen untuk memberhentikan berlangganan
perpanjangan otomatis paket internet tertentu, yang mengakibatkan konsumen
mengalami kerugian terpotongnya pulsa akibat tetap terperpanjang secara
sepihak oleh provider terhadap perpanjangan otomatis paket kouta internet
tertentu.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Dwi Priyono selaku
Majelis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen D.I.Yogyakarta,
menjelaskan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan bagian dari

pelanggaran hukum dimana karena melanggar hak konsumen”.!®

Terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha provider merupakan

pelanggaran hukum dan harus bertanggung jawab karena hak konsumen tidak

158 Wawancara dengan Dwi Priyono, selaku Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen D.I.Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 Februari 2024.
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terpenuhi. Hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha provider Tri
(3) dan Indosat tersebut seperti halnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf ¢ UU
Perlindungan Konsumen yang menyatakan “hak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.!>
Sehingga dalam hal ini provider Tri (3) dan Indosat harus bertanggung jawab
atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan, karena hak konsumen tidak
dapat terpenuhi dengan semestinya. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan
kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan baik perbuatan baik yang
disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja. Menurut Ridwan Halim,
tanggung jawab adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan
peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan.'®
Tanggung jawab menurut hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan
sesuatu atau berperilaku menurut suatu cara tertentu yang tidak menyimpang
atau melanggar dari sebuah peraturan ada. Sedangkan pertanggungjawaban
perlindungan hukum dapat lahir dari hubungan hukum, salah satunya adalah
hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa dengan
konsumen sebagai pengguna akhir barang atau jasa.!¢!

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan pada

perjanjian yang sifatnya transaksional, walaupun tidak diatur dalam suatu

159 Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

160 Ryan Oczio Antameng, Yetti, dan Yeni Triana, “Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan

Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi”, Jurnal Proceeding
lain Batusangkar, Edisi Vol. 1 No. 1, Magister I[lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2022,
hlm. 778.

161 Ryan Oczio Antameng, Yetti, dan Yeni Triana, /bid, hlm. 778.
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perjanjian yang bersifat kontraktual.!> Namun apabila sudah terjadi suatu
transaksi pembelian barang atau jasa kemudian konsumen merasa hak dan
kewajibannya tidak terpenuhi atau dalam kata lain dirugikan, maka konsumen
dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti

rugi.!®3

Dasar yang dapat dijadikan oleh konsumen untuk menuntut ganti
kerugian yang dialami 33 (tiga puluh tiga) responden kepada provider Tri (3)
dan Indosat dalam hal ini yaitu berdasarkan pada Pasal 4 huruf h UU
Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.!%* Sedangkan
kewajiban pelaku usaha kepada konsumen diatur juga dalam Pasal 7 huruf f UU
Perlindungan Konsumen yang menyatakan “kewajiban pelaku usaha adalah:
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan”.!6

Mengingat terjadinya kerugian yang dialami konsumen tersebut
berdasarkan kesalahan pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat yang

diakibatkan oleh syarat dan ketentuan yang termuat dalam produk tidak dapat

dilakukan okleh konsumen, sehingga mengakibatkan konsumen mengalami

162 Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, “Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Dalam

Perdagangan Secara Elektronik Berakibat Keadilan Belum Berpihak Pada Konsumen”, Jurnal
Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Edisi Vol. 2 No. 1, Fakultas
Hukum Universitas Wijayakusuma, hlm. 159.

163 Ryan Oczio Antameng, Yetti, dan Yeni Triana, Loc. Cit, hlm. 778.
164 Pasal 4 huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

165 Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.
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kerugian, maka kewajiban pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan
ganti rugi berupa pengembalian pulsa yang dimiliki oleh konsumen. Ganti rugi
pengembalian pulsa kepada konsumen harus dilakukan pelaku usaha dengan
berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip tersebut yaitu prinsip
tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian dan prinsip tanggung jawab
mutlak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian dalam hal ini
mengartikan bahwa tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip
tanggung jawab yang bersifat subjektif, dimana artinya tanggung jawab yang
ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian pelaku
usaha yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah
faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi
pada produsen.!6¢

Selain prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut, pelaku usaha provider Tri
(3) dan Indosat harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai dengan
kewajibannya dan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Uraian
pasal tersebut merupakan pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan
ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh
pelaku usaha. Dalam hal kerugian konsumen berupa terjadinya kerusakan,
pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi

produk yang diperdagangkan, pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang

166 Renata Christha Auli, “3 Prinsip dan 5 Asas Perlindungan Konsumen”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-
1t62e0d9cc75e23/ diakses pada 23 April 2024.
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dialami oleh konsumen baik dalam bentuk uang, penggantian barang,
perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Pemberian ganti rugi juga
dibatasi dengan waktu yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
tersebut.

Pemberian ganti rugi atas kesalahan pelaku usaha tidak juga menghapuskan
kemungkinan konsumen untuk melakukan upaya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai dengan adanya unsur-unsur kesalahan yang
memang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen dalam
pemakaian produk atau jasanya. Selain itu ganti kerugian tidak berlaku apabila
memang pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan yang diderita atau
dialami oleh konsumen adalah senyatanya merupakan kesalahan konsumen itu
sendiri. Mengenai tanggung jawab kerugian juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1)
UU Telekomunikasi yang menyatakan “atas kesalahan dan atau kelalaian
penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak
yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara
telekomunikasi”. Sehingga dengan adanya aturan tersebut semakin
memperkuat dasar bagi konsumen untuk melakukan permintaan ganti rugi.'®’

Terhadap 33 (tiga puluh tiga) responden sebagai konsumen berdasarkan
data hasil angket mengenai akibat kerugian yang dialami dari perpanjangan
otomatis yang dilakukan secara sepihak oleh provider Tri (3) dan Indosat dapat

melakukan upaya hukum sebagai upaya untuk mendapatkan haknya kembali.

167 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi.
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Perpanjangan otomatis yang dilakukan secara sepihak oleh provider Tri (3) dan
Indosat tersebut dapat juga dapat dijadikan dasar sebagai konsumen untuk
melakukan upaya hukum yang dialaminya dalam meminta ganti kerugian
berupa mengembalikan pulsa milik konsumen seperti keadaan semula.

Maka dari itu, perpanjangan otomatis yang didaftarkan secara sepihak
kepada 33 (tiga puluh tiga) responden sebagai konsumen provider Tri (3) dan
provider Indosat merupakan pelanggaran hukum karena apa yang dilakukan
secara sepihak oleh pelaku usaha provider Tri (3) dan provider Indosat tersebut
bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh konsumen dan melanggar
ketentuan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengenai unsur etiket
keterangan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen, karena syarat dan ketentuan yang tertera sebagai etiket keterangan
tidak dapat dilaksanakan oleh konsumen dalam menghentikan paket kuota
internet tertentu yang mengakibatkan konsumen terdaftar secara sepihak
sebagai pengguna paket internet tertentu. Selain itu juga pelaku usaha provider
Tri (3) dan Indosat harus memberikan kompensasi ganti rugi kepada konsumen
yang dirugikan yaitu dengan mengembalikan pulsa yang dimiliki oleh
konsumen dengan besaran yang sama pada saat terpotongnya pulsa akibat

terdaftar secara sepihak sebagai pengguna paket internet tertentu.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikaji dan diuraikan pada penelitian ini,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengenai
unsur etiket keterangan dalam perpanjangan otomatis paket internet
terntentu oleh pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat tidak diterapkan.
Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pada 33
(tiga puluh tiga) responden dengan klasifikasi 19 (sembilan belas)
responden sebagai konsumen pengguna provider Tri (3) dan 14 (empat
belas) responden sebagai konsumen pengguna provider Indosat yang
mengalami perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak
oleh provider sehingga terpotongnya pulsa, yang dikarenakan mengenai apa
yang dijanjikan dalam syarat dan ketentuan yang termuat pada etiket
keterangan penjualan produk provider tersebut tidak dapat memberhentikan
perpanjangan otomatis paket internet tertentu dengan semestinya sesuai tata
cara yang ada pada etiket keterangan.

Perpanjangan otomatis paket internet tertentu yang dilakukan secara
sepihak oleh provider merupakan pelanggaran hukum karena melanggar
hak yang dimiliki konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang

merugikan konsumen akibat perpanjangan otomatis paket internet tertentu
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dilakukan secara sepihak. Terjadinya kerugian atas hilangnya pulsa yang
dimiliki oleh kosumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk
mengembalikan pulsa milik konsumen seperti keadaan semula, hal ini juga

dikarenakan perpanjangan tersebut tidak atas persetujuan konsumen.

B. Saran

Terhadap kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dalam hal

ini penulis akan memberikan saran untuk kedepannya:

1.

Pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat sebaiknya menerapkan dan
mematuhi aturan hukum mengenai apa yang sudah menjadi kewajibannya
untuk dijalankan. Seperti halnya dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha, agar tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap kewajibannya dan hak
yang dimiliki oleh konsumen terkhususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha provider Tri (3) dan Indosat sebaikanya meninjau ulang
mengenai sistem perpanjangan otomatis terhadap paket internet tertentu
yang merugikan konsumen tersebut, agar tidak terjadi suatu pelanggaran
hukum dimana melanggar hak yang dimiliki konsumen dan melanggar
kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UU

Perlindungan Konsumen.
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